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MOTTO

"Sesuatu peker.jaan yang akan diker jakan haruslah menurut peraturan
yang ada, dan peker.jaan yang sulit haruslah dilaksanakan di bawah

pimpinan orang yang ahli supaya selamat”®

s Sumber : Seribu mutiara kata, Abdullah M. Rosjid
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1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan sarana
untuk mencapai salah satu tujuan negara Republik Indonesia
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran
rakyat Indonesia, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan
makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi
tercapainya tujuan tersebut, maka pembangunan dilakukan
disegala bidang termasuk di antaranya pembangunan di bidang
ekonomi. '

Landasan yang digunakan dalam pembangunan bidang
ekonomi adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dimana di
dalamnya menegaskan berlakunya azas Demokrasi Ekonomi
dalam perekonomian Indonesia dan mengandung makna bahwa
seluruh apa yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia
diperuntukkan, didayagunakan, dan diupayakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Untuk menunjang sasaran pembangunan nasional maka
diperlukan dana dalam rangka membiayai pelaksanaan
pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk menggali sumber dana
pembiayaan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk
berlandaskan kepada kemampuan diri sendiri  selain
memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Salah
satu diantaranya sumber dana pembiayaan pembangunan

nasional adalah melalui pasar modal.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasar Modal mempunyai peran  strategis dalam
pembangunan nasional karena pasar modal merupakan wahana
untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan
media investasi bagi masyarakat pemodal. Landasan hukum pasar
modal mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan
peraturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam) telah dikeluarkan untuk mendorong
perkembangan pasar modal.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 pengertian Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi merupakan istilah hukum
dan ekonomi yang sangat dekat dan berkonotasi dengan perseroan
terbatas, meskipun tidak seluruhnya demikian. Merger
merupakan suatu  bentuk penggabungan dua badan usaha,
dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang
lainnya tetap ada dengan nama yang sama. Walaupun demikian
seluruh asset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar
tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan
diambilalih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.
Merger berbeda dengan Konsolidasi, dimana Konsolidasi adalah
dua perusahaan yang bergabung tersebut bubar demi hukum dan
sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan baru dengan nama
yang baru meskipun mereka secara finansial mengambilalih asset,
hak dan kewajiban dari perusahaan yang bubar tersebut. Jadi
Konsolidasi merupakan peleburan dari dua badan hukum menjadi

satu badan hukum baru (Yani, A dan Gunawan W, 1999:43).
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Akuisisi merupakan tindakan untuk membeli atau
melakukan pengambilalihan usaha atau perusahaan lain.
Tindakan seperti ini merupakan hal yang normal yang dapat
dilakukan baik perusahaan yang telah go public maupun
perusahaan yang masih tertutup. Akuisisi dalam bentuknya bisa
berupa pengambilalihan asset, pengambilalihan saham, merger
dan konsolidasi. Ditinjau dari segi pendanaannya, akuisisi dapat
dibiayai dari dana yang diperoleh penerbitan saham baru,
penerbitan instrumen utang, maupun dari pinjaman baru ( I Putu
Gede Ary Suta, 2000:293).

Pada dasarnya akuisisi merupakan salah satu dari beberapa
alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan.
Misalnya target pertumbuhan melalui diversifikasi produk baru,
perluasan jaringan distribusi, pengembangan produk baru,
perluasan pangsa pasar, perolehan teknologi. Tujuan yang
mendasari suatu perusahaan melakukan merger maupun akuisisi
haruslah meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham
semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap tindakan akuisisi
haruslah dievaluasi dari segi apakah usaha tersebut mencapai
tujuan atau tidak sama seperti keputusan investasi lainnya, beban
yang dikeluarkan dalam rangka merger dan akuisisi haruslah
dihitung dalam bentuk nilai tunai dari arus kas yang diharapkan
akan diperoleh dari keputusan tersebut di masa yang akan
datang.

Akuisisi dapat dianggap sebagai suatu investasi untuk
mengantisipasi adanya kesempatan pertumbuhan di masa yang
akan datang. Pertumbuhan dapat ditempuh melalui dua cara,
yaitu:

1. Melalui ekspansi internal (internal expansion) dengan cara

meningkatkan dan memperbaiki kualitas hasil produksi serta
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distribusi hasil produksi yang sudah ada atau melalui
pengembangan produk baru;

2. Melalui ekspansi eksternal (external expansion) dengan cara
melakukan akuisisi atas perusahaan lain atau sebagian dari
aktivanya saja.

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik,
pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan
permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam
perundang-undangan  beserta aturan pelaksanaan yang
mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, para pemilik lama atau
para pendiri harus menerima keterlibatan pihak-pihak lain dalam
perusahaan yang didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus
diterima sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama
dengan pihak-pihak lain, bahkan dengan para pesaing sekalipun.

Di Indonesia, praktek merger dan akuisisi sebenarnya bisa
dibilang relatif baru terutama yang dilakukan melalui pasar
modal. Fenomena yang terjadi lebih banyak mengarah pada
kegiatan akuisisi daripada merger. Namun, akhir-akhir ini
pengambilalihan usaha atau perusahaan lain yang dilakukan oleh
perusahaan publik telah banyak menimbulkan komentar baik
yang bersifat pro maupun kontra. Hal ini merupakan gejala yang
wajar dan positif karena perusahaan publik itu sendiri merupakan
perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemilikan
saham dan setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan
tersebut tidak akan pernah terlepas dari sorotan masyarakat luas.
Salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat adalah
menyangkut kewajaran dari tindakan akuisisi tersebut.

Cukup banyak perusahaan yang sudah go public melakukan
akuisisi, bahkan akuisisi di antara perusahaan satu group yang
sampai bernilai triliun rupiah. Dari pelaku akuisisi satu group
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adalah tedapatnya conflict interest, yaitu kepentingan sebagai
pemegang saham mayoritas pada perusahaan pengakuisisi sebagai
pembeli dengan kepentingannya selaku pemegang saham
mayoritas pada perusahaan target sebagai penjual.

Akuisisi antara perusahaan satu group ini pernah Booming
di pasar modal Indonesia pada tahun 1992. Seperti yang tercatat
oleh Bapepam bahwa PT. Indocement Tunggal Prakasa telah
melakukan akuisisi anak perusahaan terhadap saham PT. Tridaya
Manunggal Prakasa, Cirebon. Hal ini juga pernah dilakukan oleh
PT. H.M. Sampoerna melakukan akuisisi terhadap anak
perusahaannya yaitu PT. Taman Dayu. Kedua transaksi akuisisi
tersebut dapat digolongkan sebagai akuisisi internal (I Putu Gede
Ary Suta, 2000:310).

Pengertian dari akuisisi internal itu sendiri adalah akuisisi
yang terjadi antara perusahaan saudara (sister company) atau
antara perusahaan induk terhadap anak perusahaannya
(subsidiary). Sehingga akuisisi internal ini dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah mempunyai
hubungan, atau berada pada satu pengendalian. Berbeda dengan
akuisisi eksternal, karena akuisisi ini dilakukan oleh masing-
masing perusahaan dengan pihak-pihak yang sebelumnya tidak
mempunyai hubungan bisnis, atau dengan kata lain transaksi
akuisisi dilakukan dengan pihak-pihak yang independen.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 bahwa pihak
independen atau pemegang saham independen adalah pemegang
saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan
dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan
pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham

utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi
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tertentu. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara

kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis

direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau
pemegang saham utama.

Pada proses akuisisi terdapat 3 (tiga) aspek penting yaitu:

1. aspek akuntansi yang mencakup penilaian terhadap
perusahaan yang akan diakuisisi;

2. aspek hukum yang mencakup perubahan kepemilikan
perusahaan yang mengandung konsekuensi legalistis yang
berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. aspek finance dari perusahaan yang mencakup segi-segi
exposure international serta  perkiraan-perkiraan segi
pembiayaan dalam jangka panjang.

Ketiga aspek dalam proses akuisisi berbeda-beda proses dan
ruang lingkupnya bila itu dilaksanakan oleh perusahaan publik,
antar perusahaan publik, kombinasi oleh perusahaan publik
dengan perusahaan publik lainnya dan perusahaan bukan publik,
atau proses yang mencakup semata-mata di antara perusahaan
bukan publik.

Akuisisi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk
mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Dalam
hal ini melibatkan penggabungan dua organisasi yang seringkali
berbeda dari segi karakter perusahaan, budaya, dan sistem
nilainya. Oleh karena itu sukses tidaknya akuisisi tergantung dari
keterbukaan secara material kedua pihak.

Dalam rangka lebih melindungi pemegang saham publik
atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang
notabene adalah pemilik perusahaan, maka tanggal 29 Januari
1993, Bapepam telah mengeluarkan Peraturan No. IX.D.1 tentang

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan ini telah
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beberapa kali disesuaikan dan terakhir diubah menjadi Peraturan
Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu.

Adapun inti dari keputusan tersebut adalah bahwa untuk
setiap transaksi dimana anggota komisaris, anggota direksi atau
pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka
transaksi tersebut harus mendapat persetujuan dari 50% suara
pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dan ketentuan hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta
notarial.

Kegiatan pasar modal di Indonesia untuk penggunaan dan
pengawasannya diserahkan pada suatu lembaga yaitu Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Landasan hukum pengawasan
akuisisi adalah Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, dengan tujuan untuk lebih memberikan
jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pasar
modal. (Sjahrir, 1995:103)

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal tersebut,
kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sedangkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam sebagai lembaga
yang berada di bawah Departemen Keuangan diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pada latar belakang dalam skripsi ini,
maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini,
guna menghindari adanya penyusunan skripsi yang nantinya
menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pada akuisisi

internal dalam kaitannya dengan pasar modal ini banyak aspek-
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aspek yang terkait terutama dari segi hukum dan ekonomisnya,
akan tetapi penulis membatasi dalam pembahasannya yang lebih
dikhususkan pada aspek hukumnya yaitu dalam hal penerapan
upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam dalam
kaitannya dengan pasar modal terhadap pelanggaran atau

penyimpangan yang terjadi pada akuisisi internal.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui penjelasan pada latar belakang dan
ruang lingkup yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka
penulis mengambil beberapa permasalahan yang dirumuskan
sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam
sebagai badan pengawas pasar modal di Indonesia terhadap
pelanggaran dalam pelaksanaan akuisisi internal tersebut?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang saham

minoritas di perusahaan publik tersebut?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata
satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu sumbangan bacaan (perbendaharaan) karya
ilmiah kepada kalangan umum dan khususnya bagi mahasiswa
Fakultas Hukum untuk menambah pengetahuan bidang
akuisisi internal perusahaan publik dalam kaitannya dengan

pasar modal.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji secara yuridis mengenai dasar hukum dari
upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam di
Indonesia terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan akuisisi
internal.

2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham
minoritas pada perusahaan publik.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode tertentu yang
sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode
merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan
atau mengetahui obyek yang dibahas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dilakukan

dalam metode penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif yaitu dengan cara mengkaji perundang-undangan yang
berlaku dan buku yang berisi konsep-konsep teoritis, yang
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
pokok pembahasan. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan

untuk memperoleh bahan kajian secara teoritis.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang
digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari undang-undang,
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literatur-literatur, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
praktek.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam
penyusunan skripsi ini melalui studi kepustakaan, yaitu suatu
teknik yang dilakukan dengan mempelajari beberapa bahan
pustaka.

Setelah  data terkumpul kemudian diolah untuk
mendapatkan gambaran obyek yang dibahas secara jelas.
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil
pengumpulan data sehingga siap pakai dan mempermudah proses
selanjutnya yaitu untuk menganalisa data (Soemitro, R, 1988,
hal:168).

1.5.4 Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, analisa data
merupakan langkah yang sangat penting dalam penyusunan karya
ilmiah. Penyusunan skripsi ini yang merupakan suatu karya
ilmiah, tentunya juga menggunakan suatu analisa yaitu analisa
Deskriptif Kualitatif yang non statistik. Analisa Deskriptif
Kualitatif yang non statistik adalah menganalisa data yang telah
terkumpul dan diolah tanpa menggunakan data yang berupa
angka sebagai pengukur, untuk mendapatkan suatu kesimpulan
yang akurat melainkan didasarkan atas analisa yang diuji dengan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat, yang
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, R, 1988,
hal:168).

Adapun untuk menarik kesimpulan, digunakan metode
penarikan kesimpulan secara Deduktif yaitu suatu cara untuk
mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum

menuju kesimpulan yang bersifat khusys.
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FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Akuisisi dapat didefinisikan dalam konteks perusahaan dan
sasaran strategi bisnis perusahaan dari pihak pengakuisisi.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar dibidang makanan,
dengan nama dagang dan jaringan distribusi yang sudah mapan,
dapat mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil dan kurang
dikenal dengan tujuan memperoleh sinergi pemasaran dan
distribusi. Akuisisi yang lain mungkin didorong oleh keinginan
untuk meningkatkan kekuatan pasar, kontrol terhadap pemasok,
konsolidasi kelebihan kapasitas produksi, dan sebagainya (P.S
Sudarsanam, 1999:15)

Dalam perusahaan publik modern yang besar, para Difeksi
memegang kekuasaan dan pertimbangan yang penting, serta
seringkali hanya tergantung pada pengawasan yang tidak terlalu
kuat dari pemegang saham. Hal ini semakin memungkinkan para
Direksi untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dengan
memanfaatkan para pemegang saham. Akuisisi yang didorong oleh
kepentingan para Direksi dapat mengalami kegagalan dan
mengakibatkan kerugian kekayaan para pemegang saham.

Egoisme para Direksi bukan satu-satunya penyebab
kegagalan akuisisi. Sekalipun para Direksi sungguh-sungguh
melakukannya bagi kepentingan para pemegang saham, akuisisi
tetap dapat gagal karena berbagai penyebab, misalnya strategi
yang lemah, dinamika penawaran dan persoalan-persoalan
integrasi pasca akuisisi. Mungkin kurang disetujui jika dikatakan
bahwa kesalahan-kesalahan pelaksanaan manajemen terjadi

karena para Direksi mengejar kepentingan pribadi. Tetapi

11
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manajemen yang kurang kompeten , sekalipun tidak dicemari oleh

rasa tidak senang terhadap para pemegang saham, setidaknya

merupakan “penjahat yang menyesatkan” dalam drama akuisisi.

Dengan menyadari adanya beberapa kesalahan-kesalahan

tersebut, maka akuisisi dapat mengalami kegagalan yang

diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a Bahwa akuisisi tersebut tidak direncanakan dengan baik;

b Harga yang dibayar terlalu mabhal;

¢ Kurangnya pengalaman dalam melaksanakan akuisisi;

d Kegagalan dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi
pegawai dari perusahaan yang diambilalih (target company);

€ Perusahaan yang diambilalih terlalu besar ditinjau dari ukuran
pengakuisisi (acquiring company);

f Budaya usaha (corporate culture) dari target company jauh
berbeda dengan acquiring company;

Terdapatnya persekongkolan dari pihak penjual;

Vo]

h Kegagalan dalam pencapaian proyeksi yang dibuat;
i Adanya faktor-faktor yang berada di luar jangkauan pihak
acquiring company.(I Putu Gede Ary Suta, 2000:306)

Seperti contoh dari akuisisi internal yang terjadi pada PT.
Indocement Tunggal Perkasa, perusahaan publik yang menguasai
lebih dari 52% produksi semen itu mengambil alih PT. Bogasari
Flur Mill, Indofood Group dan PT.Perwick Agung yang pada intinya
masih dalam satu group usaha. Nilai akuisisi ketiga perusahaan
tersebut sekitar 2 Trilliun rupiah (Akuisisi makin menjadi, Info
finansial 37 /VI/05 Juli 1995, h:1).

Sedangkan motivasi yang mendorong emiten melakukan
akuisisi internal ada beberapa faktor. Diantaranya adalah untuk
memperluas income base perusahaan yang melakukan akuisisi,

karena ekspansi usaha di bidang bisnis inti (core bussiness)
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memerlukan waktu lama dan ada kendala keterbatasan pasar.

Selain itu untuk mencapai sasaran pangsa pasar yang besar

dalam bidang industri. Dan yang sudah pasti adalah

memanfaatkan peluang yang ada, berupa penghapusan pajak

berganda hasil penyertaan saham pada perusahaan dalam negeri

berbentuk Perseroan Terbatas yang berlaku sejak 1992.
Pengambilalihan (akuisisi) sebenarnya merupakan hal yang

biasa dan wajar oleh suatu perusahaan apabila perusahaan

tersebut ingin mengembangkan usahanya. Ada beberapa dampak

positif (keuntungan) apabila perusahaan melakukan akuisisi,

antara lain:

1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena semakin

kuat;

Pengaruh persaingan dapat dikurangi;

Kedudukan atau keuangan perseroan bertambat kuat;

Arus barang (flow of goods) ke pasaran terjamin;

Perusaahaan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;

Kualitas/mutu barang dapat ditingkatkan;

Progresi pajak dapat dikurangi dengan memecah perusahaan

menjadi unit yang lebih kecil.(Muhammad, Abdulkadir,

1996:90)

Selain berdampak positif, akuisisi juga mempunyai beberapa

o

dampak negatif, antara lain:

1. Memerlukan biaya yang sangat banyak sehingga dapat
mempengaruhi posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi.
Apabila perusahaan pengakuisisi merupakan publik, maka
berubahnya posisi keuangan perusahaan tersebut sangat
mempengaruhi investor yang membeli saham di bursa.

2. Menciptakan suatu monopoli baru di bidang tertentu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

3. Kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja baru,
kemungkinan adanya budaya usaha (corporate culture) yang
berbeda antara perusahaan yang diambilalih (target company)
dan perusahaan yang mengambilalih (acquiring company) dan
kemungkinan bahwa acquiring company tidak memiliki
pengalaman di bidang usaha yang baru akuisisi.

4. Ancaman terhadap hak pemegang saham
minoritas.(Muhammad, Abdulkadir, 1996:93)

Dampak negatif tersebut di atas akan bertambah banyak
apabila akuisisi dilakukan dalam satu group perusahaan (akuisisi
internal). Akuisisi internal ini banyak dilakukan oleh perusahaan
publik dengan jalan membeli saham perusahaan yang akan
diambilalih dan banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
demi keuntungan pribadi. Penyalahgunaan ini sangat mungkin
terjadi karena antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan
yang diakuisisi pada hakekatnya berada dalam satu tangan.

Salah satu dampak negatif yang paling utama dari akuisisi
internal adalah adanya benturan kepentingan (conflict of interest)
antara perusahaan dan pemegang saham mayoritas. Menurut
keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 bahwa apabila suatu
transaksi dimana seorang komisaris, direktur, atau pemegang
saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi
dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham independen
(pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan)
atau wakil mereka yang diberi wewenang secara sah untuk itu
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, dimana
persetujuan mengenai hal tersebut (vakni persetujuan dari
pemegang saham independen) haruslah ditegaskan dalam bentuk
akta notariil.
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2.2 Dasar Hukum
Pembahasan pokok permasalahan dalam skripsi ini,
didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan surat
keputusan yang berlaku. Adapun dasar hukum tersebut adalah:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 tentang
Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Akuisisi

Bahwa dalam pengetian Hukum Perusahaan, secara umum
akuisisi yang berasal dari kata acquisition, dapat diterjemahkan
sebagai pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan
lainnya. Dari pengertian tersebut, bahwa pada pengambilalihan
(akuisisi) tidak diberikan suatu batasan dari perusahaan yang
mengambilalih maupun yang diambilalih. Secara konsisten yang
dimaksudkan yaitu dalam konteks Perseroan Terbatas (PT) pada
umumnya, maka pengambilalihan akan melibatkan Perseroan
Terbatas (PT) sebagai perusahaan yang diambil alih, dengan tidak
menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang mengambilalih
adalah juga suatu Perseroan Terbatas.(Yani, Ahmad dan Gunawan
Widjaja, 1999:44)

Dalam literatur dikenal beberapa macam akuisisi, yakni:
a Akuisisi Horisontal

lalah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis

dengan maksud untuk memperoleh kedudukan monopolitik.
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|
Akuisisi Vertikal
Adalah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang
mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait.
Misalnya perusahaan yang diambilalih merupakan perusahaan
pemasok bahan baku atau merupakan distributor hasil
produksi perusahaan pengambilalih.
Akuisisi Konsentrik Pemasaran
lalah akuisisi yang dilakukan dengan memanfaatkan saluran
distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan
teknologi yang berlainan.
Akuisisi Konsentrik Teknologi
Adalah merupakan akuisisi di antara perusahaan yang
menggunakan teknologi yang sama tapi berlainan distribusinya.
Akuisisi Konglomerat
lalah akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam perusahaan
yang satu sama lain sangat berlainan dengan maksud untuk
diversifikasi usaha dan diversifikasi resiko.
Akuisisi Internal
Adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan saudara (sister
company) atau antara perusahaan induk terhadap anak
perusahaannya (subsidiary). Dengan kata lain akuisisi
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah
mempunyai hubungan, atau berada pada satu pengendalian.
Akuisisi Eksternal
lalah akuisisi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan
dengan pihak-pihak yang sebelumnya tidak mempunyai
hubungan bisnis, atau dengan kata lain transaksi akuisisi
dilakukan dengan pihak-pihak yang independen.(Yani, Ahmad
dan Gunawan Widjaja, 1999:49).
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2.3.2 Tujuan Akuisisi
Dilihat dari tujuannya terdapat dua macam akuisisi yaitu:

1. Akuisisi Strategis
Biasanya dilakukan untuk mendapatkan sinergi atau kinerja
adalah mendapatkan keuntungan jangka panjang.

2. Akuisisi Finansial
Merupakan akuisisi yang bertujuan untuk meraih keuntungan
jangka pendek, tanpa terlalu melihat pada peningkatan
produktifitas perusahaan (I Putu Gede Ary Suta, 2000:301).

Pemilihan alternatif strategis yang dilaksanakan melalui
akuisisi dapat memberikan manfaat berupa penghematan waktu
yang dibutuhkan dalam restrukturisasi. Hal ini terutama dapat
dilihat pada pelaksanaan akuisisi yang dilatarbelakangi oleh
diversifikasi prbduk atau jasa yang tidak berhubungan secara
langsung dengan bisnis utama dari acquiring company.

Dengan demikian tujuan langsung dari suatu akuisisi
adalah pembuktian diri atas pertumbuhan dan ekspansi aset
perusahaan, penjualan, dan pangsa pasar pihak pengakuisisi.
Akan tetapi semua itu merupakan tujuan jangka menengah.
Sedangkan tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan
kekayaan para pemegang saham melalui akuisisi yang ditujukan
pada pengaksesan atau pembuatan penciptaan keunggulan
kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan pengakuisisi.
Dalam teori keuangan modern, memaksimalkan kekayaan
pemegang saham dianggap sebagai kriteria rasional untuk
investasi dan keputusan finansial yang dibuat oleh para Direksi
(P.S Sudarsanam, 1999:16).
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2.3.3 Motivasi Manajerial Dalam Akuisisi

Strategi keputusan akuisisi dirumuskan dan dibuat oleh
Direksi perusahaan pengakuisisi. Para Direksi dapat mengambil
keputusan akuisisi untuk menindaklanjuti keinginan pemilik
perusahaan, misalnya para pemegang saham. Hal ini merupakan
pandangan neoklasik terhadap perusahaaan dimana kepentingan
para pemegang saham menempati posisi dominan, sementara
kepentingan para Direksi ada di bawahnya. Jika kepentingan para
Direksi berbeda dari para pemegang saham, akuisisi dapat
dilakukan untuk melayani kepentingan Direksi.

Keuntungan dari segi operasi (operate advatage). Tindakan
untuk melakukan merger dan akuisisi adalah karena alasan skala
ekonomis yang kemungkinan dapat dicapai. Alasan inilah yang
paling sering diungkapkan sebagai pembenaran. Yang dimaksud
dengan skala ekonomis (economics of scale) adalah situasi dimana
perusahaan dapat melakukan penurunan dalam beban rata-rata
untuk memproduksi dan menjual suatu jenis produk dengan
semakin meningkatnya volume produksi, misalnya melalui
penurunan beban overhead.

Pada umumnya perusahaan yang melakukan merger
maupun akuisisi mengemukakan alasan-alasan berikut :

1. Keuntungan dari segi finansial (financial advatage). Perusahaan
yang baru setelah merger atau perusahaan yang melakukan
akuisisi (acquiring company) dapat memperoleh manfaat di
pasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran
(size) maupun efesiensi perusahaan. Sebagai contoh, melalui
merger dan akuisisi perusahaan akan lebih besar sehingga
dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman.
Hal ini dapat pula menurunkan biaya modal. Perusahaan,

selanjutnya, dapat pula meningkatkan perolehan dana yang
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lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar
modal dengan biaya emisi rendah karena dengan perusahaan
yang lebih besar floating cosh-nya akan jauh lebih rendah.

. Kemungkinan untuk meningkatkan beban usaha. Melalui
merger dan akuisisi perusahaan dapat mengakselerasi tingkat
pertumbuhan dibandingkan dengan melalui ekspansi internal.
Di samping itu melalui merger dan akuisisi, usaha-usaha
untuk melakukan ekspansi memasuki jenis pasaran produk
baru atau untuk membeli fasilitas produksi dalam rangka
meningkatkan produk yang sudah ada, dapat dilakukan
dengan cepat dengan biaya dan resiko lebih rendah.

. Diversifikasi usaha. Beberapa perusahaan melakukan merger
maupun akuisisi dalam rangka melakukan diversifikasi atas
suatu kegiatan perusahaan, sehingga dengan demikian dapat
menjaga agar perolehan tingkat keuntungan tidak mengalami
fluktuasi, karena faktor musim ataupun siklus ekonomi.
Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi kendaraan
kemungkinan akan melakukan akuisisi atas perusahaan yang
menghasilkan suku cadang kendaraan dengan harapan bahwa
dalam masa-masa perekonomian yang menguntungkan orang-
orang akan berlomba-lomba membeli mobil baru. Sementara
dalam masa-masa sulit orang-orang akan menahan diri untuk
membeli mobil baru, dan hanya akan melakukan perbaikan
atas mobil yang sudah ada, sehingga penjualan suku cadang
mobil akan meningkat. Dengan adanya diversifikasi usaha yang
diperoleh melalui akuisisi, diharapkan tingkat keuntungan
perusahaan tidak akan mengalamai fluktuasi yang ekstrim (I
Putu Gede Ary Suta, 2000:304).
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2.3.4 Restrukturisasi Perseroan

Restrukturisasi Perseroan merupakan pembelian sebagian
besar atau seluruh kekayaan atau saham perseroan lain,
sehingga perseroan yang bersangkutan bergabung, meleburkan
diri dengan, atau diambil alih oleh perseroan yang kuat. Perseroan
yang kuat ini menguasai faktor strategis dalam bidang usaha yang
dijalankannya, misalnya penguasaan sumber bahan mentah
untuk produksi, penguasaan pasar hasil produksi karena tidak
ada persaingan.

Tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan
merupakan strategi memajukan dan mengefektifkan perseroan
dalam menjalankan usahanya mencapai tujuan yang diinginkan
tanpa melalui prosedur likuidasi. Alasan melakukan
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah kurang
efektifnya perseroan bila bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu perlu
restrukturisasi perseroan dengan tujuan antara lain perbaikan
sistem manajemen perseroan, mencegah terjadi kepailitan
(Muhammad, Abdulkadir, 1996:92).

Menurut Ahmad M. Ramli, pada umumnya pelaksanaan
akuisisi (pengambilalihan) adalah sinergi. Sinergi merupakan
penggabungan dua faktor yang dapat menghasilkan tenaga yang
lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan
apabila masing-masing faktor itu bekerja sendiri. Selanjutnya
beliau menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan adalah
tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial. Artinya
tindakan hukum tersebut diprakarsai oleh direksi perseroan yang
memerlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS,
sehingga secara fundamental mengubah karakter perseroan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka substansial itu

mengandung unsur-unsur:
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a Prakarsa Direksi Perseroan;

b Persetujuan RUPS;

¢ Perubahan karakter perseroan secara fundamental.
Dibandingkan dengan mendirikan dengan mendirikan perusahaan
baru, umumnya pengambilalihan lebih menguntungkan karena
lebih cepat mengembangkan usaha dan lebih mudah
pengelolaannya berkat adanya sumber daya dan peralatan yang
berasal dari perusahaan yang diambil alih (Muhammad,
Abdulkadir, 1996:90).

2.3.5 Pelaku pengambilalihan Perseroan

Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan tersebut dapat
dilakukan melalui seluruh atau sebagian besar saham yang
dapat mengakibatkan beralihnya terhadap perseroan yang
bersangkutan.

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang
akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat
sekurang-kurangnya:

1. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih;

2. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan
mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan
saham perseroan yang diambil alih.

b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-
masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh
Direksi masing-masing perseroan (Pasal 103 ayat (1), (2), dan
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas).
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Apabila pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang
bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a Rencana Pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang
akan diambil alih dan pengurus badan hukum yang bukan
perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-
kurangnya:

1. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan
hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih;

2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil
alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan
mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara
pengambilalihan saham perseroan yang diambil.

b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS
perseroan yang diambil alih dengan persetujuan anggota atau
Badan Pengurus dari badan hukum bukan perseroan yang
mengambil alih (Pasal 103 ayat (4) UUPT Nomor 1 Tahun 1995).

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh orang
perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang
akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan
mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perseroan yang akan diambil alih dan orang
perseorangan yang akan mengambil alih;

2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil
alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan
saham.

b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS

perseroan yang akan diambil alih atas rancangan yang diajukan
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Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang
perseorangan yang akan mengambil alih (Pasal 103 ayat (5)
UUPT Nomor 1 Tahun 1995).

2.3.6 Pihak-pihak Tertentu Yang Tidak Boleh Dirugikan Dalam

Akuisisi Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 104 UUPT Nomor 1 Tahun 1995,
perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
perseroan harus memperhatikan:

a kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan
karyawan perseroan;

b kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam
melakukan usaha.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak

mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual

sahamnya dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 104 UUPT Nomor 1 Tahun 1995
menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan
kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula
dicegah kemungkinan terjadi monopoli dalam berbagai bentuk
yang merugikan masyarakat.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual
sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Apabila hak tersebut
tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat
tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan, atau
pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan
haknya menurut ketentuan Pasal 55 UUPT, yaitu meminta kepada

perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
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2.3.7 Kasus Penyimpangan Dalam Praktek

Akuisisi oleh perusahaan publik bukan lagi suatu gejala,
melainkan telah menjadi kenyataan yang dilaksanakan oleh lebih
dari 30 (tiga puluh) perusahaan publik. Dari akuisisi yang hanya
bernilai 100 juta rupiah (akuisisi Bayu Buana Travel Service
terhadap Bayu Buana Transportasi) hingga akuisisi yang
direncanakan bernilai 829 Milyar rupiah (akuisisi Indocement
terhadap Bogasari Flour Mills) telah berlangsung pada Bursa Efek
Jakarta. Implikasi pada prospek nilai saham, deviden dan share
kepemilikan pemegang saham minoritas adalah segi-segi yang
perlu dikaji dengan sistematis dan mendalam (Sjahrir, 1995:101).

Dalam proses akuisisi ini yang mengejutkan adalah bahwa
seluruh proses berlangsung praktis tanpa reaksi apa pun dari
pihak otoritas bursa (Menteri Keuangan dan Bapepam) sementara
proses akuisisi tersebut telah mencakup nilai triliun rupiah.
Akibatnya terdapat kesan para pemegang saham minoritas
tidaklah dilindungi dari kemungkinan dirugikannya mereka dalam
seluruh proses akuisisi.

Sebagai contoh dalam akuisisi terjadi benturan kepentingan,
yaitu seperti yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya
(SLJ) yang mengakuisisi 75% saham PT. Nityasa Mandiri (NM)
yang semula digenggam oleh PT. Suryaraya Wahana (SRW).
Mayoritas saham PT. SLJ dan PT. NM adalah PT. Astra
International (Astra) dan PT. Barito Pasifik Timber (Barito). Astra
maupun Barito memang tidak secara langsung memegang saham
PT. NM. Seluruh saham (100%) PT. NM dimiliki PT.SRW. Tapi
saham PT. SRW tersebut dimiliki oleh Barito 45% dan Astra 45%.
Sementara di PT. SLJ Barito mempunyai saham sebanyak 35,74%
dan Astra 39,28%. Pelaksanaan akuisisi tersebut merupakan

akuisisi yang terjadi benturan kepentingan, yaitu bahwa di dalam
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pelaksanaan akuisisi tersebut terdapat perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi
direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau
pemegang saham (Akuisisi makin menjadi, Info Finansial
37/V1/05/Juli 1995).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ny ¥
QM
ot QN

et Ut Ferpustakaay |
B / (';ntHS”AS JEM3ER |

——

e,

R

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak
Bapepam Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal Di
Indonesia Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan
Akuisisi Internal

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa pembinaan,
pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal
dilakukan oleh Bapepam. Berikutnya dalam Pasal 4 ditegaskan
peran Bapepam bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar
modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi
kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, dan diperkuat dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Di Bidang Pasar Modal, maka Bapepam memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang sangat luas.(I Putu Gede Ary Suta, 2000: 179)

Selanjutnya kewenangan Bapepam diatur lebih rinci dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, yang meliputi :

a Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro

administrasi efek. Memberi izin orang perseorangan bagi wakil
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penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil
manajer investasi. Memberi persetujuan bagi bank kustodian.
Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan
wali amanat.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan
memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau
direktur serta manajemen sementara bursa efek, lembaga
kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan
penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau
direksi yang baru.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran
serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya
pernyataan pendaftaran.

Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak
dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran
terhadap Undang-Undang ini dan atau pelaksanaannya.
Mewajibkan setiap pihak wuntuk menghentikan atau
memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan
kegiatan di pasar modal. Juga mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau
promosi dimaksud.

Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau
perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan
pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Memeriksa pihak
yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang
perseorangan,  persetujuan, atau pendaftaran  profesi
berdasarkan Undang-Undang ini.

Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu
dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana
dimaksud dalam huruf “g”.
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1 Mengumumkan hasil pemeriksaan.

J Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada
bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek
tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi
kepentingan pemodal.

k Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka
waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

1 Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan
sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau
lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan
keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi
dimaksud.

m Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,
pemeriksaan, penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan
pasar modal.

n Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di
bidang pasar modal.

0o Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas
undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

p Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah
ditentukan dalam Pasal 1 angka 5.

q Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-
undang ini.

Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Bapepam berada
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam
memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan,
pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan di bidang pasar
modal.
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Selanjutnya, dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Emiten atau
perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan,
atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan
mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan
oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ditujukan
untuk melindungi kepentingan modal dari praktek yang
merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan,
atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan
emiten atau perusahaan publik, dengan mewajibkan emiten atau
perusahaan publik dimaksud untuk memenuhij prinsip
keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.
Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam ketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-
32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 ditegaskan bahwa
informasi tentang rencana transaksi dan rapat umum pemegang
saham (RUPS) meliputi :

a Uraian mengenai transaksi sekurang-kurangnya :
1. kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
2. nilai transaksi yang bersangkutan:
3. nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan
hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan;
4. sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang
bersangkutan dalam transaksi tersebut.
b Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk.
¢ Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS dan
Rapat Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan

diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham
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independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat

pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara

dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju
yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan
ini.

d Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi
tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain
yang sejenis tidak mengandung benturan kepentingan.

e Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lain yang
penting sehubungan dengan transaksi yang dilaksanakan.

f Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa
semua informasi material telah diungkapkan dan informasi
tersebut tidak menyesatkan.

g Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika
dianggap perlu oleh Bapepam.

Bapepam tidak melarang perusahaan untuk melakukan
akuisisi, baik secara internal maupun eksternal, dengan syarat
bahwa apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang
mengandung unsur benturan kepentingan, maka perusahaan
yang bersangkutan harus melakukannya sesuai dengan peraturan
tentang benturan kepentingan. Kesulitan dalam pengaplikasian
peraturan benturan kepentingan ini bagi emiten adalah karena
rendahnya persiapan yang bersangkutan menjadi perusahaan
publik.

Perusahaan yang telah go public secara diam-diam
melaksanakan transaksi akuisisi internal walaupun sudah
mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang hal itu.
Sebagai akibatnya, Bapepam terpaksa mengirimkan teguran keras,
dan bahkan mengenakan denda. Bahkan ada perusahaan yang
telah go public yang tidak mengetahui bahwa Bapepam telah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut. Terhadap

pelanggaran tersebut, telah dikenakan denda karena telah

melakukan transaksi akuisisi internal dengan tidak mengikuti

prosedur yang telah digariskan. Kepada perusahaan tersebut

diwajibkan pula untuk mengulang sekali lagi proses akuisisi
tersebut dari tahap pertama hingga akhir.

Tahapan proses akuisisi perusahaan yaitu :

. Pemberitahuan RUPS, harus meliputi informasi tentang
rencana transaksi dan rapat umum pemegang saham.

. Laporan tentang pemberitahuan RUPS atau salinan
pemberitahuan yang telah diumumkan harus disampaikan
kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-
2 (dua) setelah diumumkan.

3. Pernyataan pemegang saham independen.

4. Pengumuman mengenai RUPS harus diterbitkan sekurang-

kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan
pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi.

. Panggilan RUPS sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan
surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham
disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar.

. Untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan
dimaksud harus diumumkan melalui surat kabar berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan
menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi
tidak mencapai kuorum. Panggilan kepada pemegang saham
independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

|

Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan
dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para
pemegang saham independen dalam RUPS yang dihadiri oleh
pemegang saham independen dan transaksi dimaksud disetujui
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50%
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Kaitannya dengan akuisisi internal, mekanisme RUPS akuisisi
internal adalah merupakan mekanisme khusus karena mekanisme
RUPS akuisisi internal yang diatur dalam Keputusan Ketua
Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 sedikit menyimpang dari
mekanisme RUPS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas, kuorum dan voting keputusan RUPS
mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak
sama dengan mengambil keputusan RUPS untuk hal-hal yang
biasa, yakni :

a Barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikit % dari

jumlah saham yang berhak suara;

b Dan disetujui paling sedikitnya oleh % dari butir a tersebut.
Sedangkan mekanisme RUPS akuisisi internal menghendaki
kuorum harus dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham
independen dan keputusan RUPS sah apabila telah mendapatkan
persetujuan lebih dari 50% pemegang saham independen yang
hadir.

Ada beberapa prinsip perseroan di pasar modal yang
bersinggungan bahkan bertentangan dengan prinsip hukum
perseroan umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, kalaupun

ada yang bertentangan antar kedua model pengaturan mengenai
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RUPS antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, Hal ini memang sudah diantisipasi oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
walaupun secara prinsip yang berlaku adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun
peraturan di bidang pasar modal dapat mengatur lain selain dari
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas.

Suatu transaksi tidak memperoleh persetujuan pemegang
saham independen dalam rapat yang telah mencapai kuorum
kehadiran, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat
diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal keputusan penolakan. Bapepam mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif
tersebut diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang meliputi :

a Peringatan tertulis;

b Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;

¢ Pembatasan kegiatan usaha;

d Pembekuan kegiatan usaha;

e Pencabutan izin usaha;

f Pembatalan persetujuan; dan

g Pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif tersebut juga diatur dalam Pasal 61

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Pada sanksi administrasi yang berupa denda, diatur dalam

Pasal 63 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45
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Tahun 1995 bahwa atas keterlambatan penyampaian laporan oleh
direktur, komisaris, dan setiap yang memiliki sekurang-kurangnya
5% saham emiten atau perusahaan publik, atau pihak lain yang
telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
Bapepam dikenakan sanksi denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan
dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 1995 menerangkan bahwa sanksi denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah bagi orang
perseorangan dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan, yang
melakukan pelanggaran di bidang pasar modal.

Setiap pihak yang telah melakukan penipuan, manipulasi
pasar, di bidang pasar modal dapat diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sesuai dengan Pasal
104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas
Dalam kaitannya dengan akuisisi internal, perlindungan
hukum bagi pemegang saham minoritas perlu mendapat perhatian
khusus. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada
perusahaan publik menjadi salah satu target utama dari regulasi
hukum, baik lewat corporate law maupun lewat regulasi pasar
modal. Perlindungan ini diperlukan karena dalam praktek
perusahaan yang sudah “go public” yang ada di Indonesia, pada

umumnya menjual sahamnya di bursa secara keseluruhan tidak
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lebih dari 30% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam
perusahaan tersebut. Sedangkan 70% dari saham yang ada masih
tetap dipegang oleh para pendiri.

Selain itu pihak pemegang saham pada perusahaan publik
yang ada pada umumnya pemegang saham minoritas adalah pihak
yang paling rawan dirugikan apabila terjadi akuisisi perusahaan
publik, apalagi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan dalam
suatu group. Menurut praktek di pasar modal sekarang, pemegang
saham publik itu umumnya merupakan pemegang saham
minoritas, sedangkan saham pendiri atau pemilik merupakan
saham mayoritas.

Dalam hubungannya dengan perusahaan publik perlu
diperhatikan Pasal 1 ayat (6) UUPT yang menyatakan bahwa
Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan
yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari rumusan Pasal
1 ayat (6) UUPT dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) macam
Perseroan Terbuka, yakni:

1. modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria
tertentu;
2. melakukan penawaran umum sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sedangkan arti perusahaan publik itu sendiri menurut
Undang-undang Pasar Modal adalah perseroan yang sahamnya
telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang
saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp
3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) atau suatu jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah. Dari arti Perseroan Terbuka dan dikaitkan
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dengan arti perusahaan publik itu sendiri, dapat disimpulkan
perusahaan publik adalah Perseroan Terbuka yang melakukan
penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang pasar
modal.

Undang-undang Perseroan Terbatas melindungi hak pemegang
saham minoritas. Hal ini diwujudkan melalui penegasan hak
suara perseorangan sebagai pemegang saham untuk menuntut
perseroan akibat keputusan akibat keputusan RUPS Direksi, atau
Komisaris yang merugikan pemegang saham. Perlindungan hak
tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UUPT yang menyatakan
bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan
terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, apabila dirugikan
tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan
yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau
Komisaris.

Selain itu, perlindungan juga diberikan oleh Pasal 53 UUPT.
Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap pemegang saham berhak
meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga
wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan
perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan,
berupa:

a perubahan anggaran dasar,; ‘

b penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh
kekayaan perseroan;

¢ penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas

ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan, maka

perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak

lain.
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Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa perlindungan hukum bagi
pemegang saham minoritas merupakan salah satu tujuan
diadakannya undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam
alinea ke sembilan penjelasan umum UUPT yang menyatakan
bahwa di samping itu undang-undang ini harus tetap dapat
melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur, dan
pihak lain yang terkait dengan serta kepentingan Perseroan
Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada kenyataannya
dalam Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan
antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham
mayoritas.

Kaitannya dengan akuisisi internal, mekanisme RUPS
akuisisi internal adalah merupakan mekanisme khusus karena
mekanisme RUPS akuisisi internal yang diatur dalam keputusan
Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 sedikit menyimpang dari
mekanisme RUPS yang diatur dalam UUPT.

Menurut Pasal 105 UUPT, kuorum dan voting keputusan
RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
tidak sama dengan mengambil keputusan RUPS untuk hal-hal
yang biasa, yakni:

a barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikit % dari
jumlah saham yang berhak suara;

b dan disetujui paling sedikitnya oleh % dari butir a tersebut.
Sedangkan mekanisme RUPS akuisisi internal menghendaki

kuorum harus dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham

independen dan keputusan RUPS sah apabila telah mendapat

persetujuan lebih dari 50% pemegang saham independen yang

hadir.
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Berdasar Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT, pihak independen yang
tidak setuju terhadap akuisisi tersebut dapat meminta kepada
perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Bahkan
menurut Pasal 54 ayat (2), pemegang saham independen tersebut
dapat menggugat perseroan apabila tindakan perseroan tersebut
dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar.

Dalam Pasal 103 UUPT diatur tentang kewajiban perusahaan
pengakuisisi maupun perusahaan target untuk melakukan RUPS
dalam rangka akuisisi tersebut. Mengenai mekanisme RUPS bagi
perusahaan pengakuisisi yang sudah “go public® mengacu kepada
Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP- 32/PM/2000. Sedangkan
bagi perusahaan non “go public” mekanisme RUPS tetap mengacu
pada UUPT yang diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 76.

Menurut Pasal 104 dikaitkan dengan Pasal 76, RUPS tentang
akuisisi:

a barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikitnya %
dari jumlah seluruh saham yang berhak suara;

b dan keputusan yang diambil harus disetujui paling sedikitnya %
dari butir a di atas.

Sedangkan kepentingan pemegang saham minoritas tetap
dilindungi melalui Pasal 104 dan Pasal 55 UUPT. Selain itu
menurut Pasal 110 UUPT pemegang saham dapat mengajukan
- permohonan dengan tujuan untuk mendapatkan data dalam hal
terdapat dugaan bahwa:

a perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

b anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan atau pemegang saham atau pihak
ketiga.
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Pasal ini memberikan hak pada pemegang saham terutama
pemegang saham minoritas untuk mendapatkan data atau
keterangan tentang akuisisi tersebut, apabila terdapat dugaan
adanya perbuatan melawan hukum dari perseroan, Direksi,
maupun Komisaris perusahaan. Namun sebelum melakukan
tindakan ini, pemohon terlebih dahulu meminta langsung kepada
perseroan data atau Kketerangan yang dibutuhkan. Apabila
perseroan menolak hal tersebut maka pemohon dapat mengajukan
permohonan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) dan
ayat (2) UUPT.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terhadap

rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Upaya hukum terhadap pelanggaran akuisisi internal yang

terjadi dalam kegiatan pasar modal, sesuai dengan Pasal 102
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif yang
meliputi : peringatan tertulis; denda yaitu membayar sejumlah
uang tertentu; pembatalan kegiatan usaha; pencabutan izin
usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran.
Mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran akuisisi
internal yang berupa denda, telah ditentukan besarnya di
dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun
1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar
Modal, yaitu paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang
bukan orang perseorangan.

Selain sanksi administratif, upaya hukum yang lain adalah
dikenakan ancaman pidana penjara, yaitu paling lama 10
(sepuluh) tahun penjara atau sesuai dengan pelanggaran yang
telah dilakukannya.

. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham
minoritas, keputusan ketua Bapepam tersebut juga mengatur
tentang mekanisme RUPS khusus yang hanya dihadiri oleh

pemegang saham independen, sedangkan pemegang saham
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yang mempunyai benturan kepentingan tidak berhak
mengeluarkan suara. Perlindungan hukum tersebut berupa
pembelian harga saham yang wajar, mengajukan gugatan
apabila pihak pemegang saham minoritas diperlakukan tidak
adil. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri

setempat.

4.2 Saran

1. Pihak Bapepam harus benar-benar menjatuhkan sanksi bagi
pelanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi,
peraturan tersebut harus benar-benar dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

2. Dalam penberitahuan RUPS perlu ditambahkan informasi
tentang RUPS yang telah diadakan oleh perusahaan target.
Meskipun perusahaan target adalah perusahaan dalam satu
group, namun informasi tentang RUPS tetap perlu diketahui.
Disiplin anggota bursa yang masih rendah, karena banyak yang
melakukan persekongkolan dan manipulasi pasar modal. Hal
ini sangat berkaitan dengan perlindungan kepada investor.
Sebelum anggota bursa bicara tentang perlindungan kepada
investor selayaknya bursa telah meningkatkan disiplin anggota
yang meliputi ketaatan anggota bursa terhadap peraturan
pasar modal dan etika bisnis, kecukupan modal, kesehatan
keuangan, dan sistem proteksi untuk investor. Hendaknya
mempertahankan kualitas keterbukaan secara tegas. Bapepam
tidak boleh bersikap diskriminatif dan memberikan toleransi
terhadap pihak manapun untuk menerapkan prinsip

keterbukaan.
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LAMPIRAN

-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagai-
mana diatur “dalam Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 -
23) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik
Secara nasional maupun internasionat:

bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan
Terbatas sebagaimana diatur calam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat
badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil
Indonesia sebagaimana diatur dalam Oam:m:m_
Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de
Indonesische gmmmmn.:mnn__. op Andelen, Staatsblad
1839: 569 jo.717);

bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum
untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat
lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk
menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)
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perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan
peraturan tentang Perseroan Terbatas;

d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) harus
merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan
menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf (a), (b), (c), dan (d) dipandang
perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan

Terbatas.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945.

Mengingat :

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 'UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

UU.RL No.1 Tahun 1995

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

2. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris.

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris.

4.  Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sera
mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan peng-
awasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

6  Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumiah peme-
gang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseioan yang me-
lakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

7. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan
atau kesusilaan.
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Pasal 3

(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara niwmm_
atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertang-
gung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah
diambilnya. y

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
apabila:

a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi; )

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun
tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan
semata-mata untuk kepentingan pribadi.

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

. d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun
tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
n.mamaw:. yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi
tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Pasal 4

Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan,

dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Perseroan mempunyai tempat kedudukan- dalam wilayah Negara Republik
Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. ’

UU.RL. No.1 Tahun 1995

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar.

BAB Il
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Seftiap pendiri perseroan wajib mengamubil bagian saham pada saat
perseroan didirikan.

(3) Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi
kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang ber-
sangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

(4) Dm_m:._ hal setelah lampau waktu mmcmmm:.:m:m dimaksud dalam ayat
(3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka peme-
gang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan
m.zm: kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepen-
tingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

(5) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang
atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan dalam
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(6)

@)

(M

2

-

ayat (3) serta ayat (4) fidak berlaku bagi perseroan yang merupakan
Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan .memperoleh status badan hukum setelah >Em.nm:a..:m:
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain

berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain,
sekurang-kurangnya:
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat

finggal, dan kewarganegaraan pendiri;

a.

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal _m:_.“..nmxw.‘_.mm:
tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan
Komisaris yang pertama kali diangkat; dan

nama pemegang saham yang telah mengambil cmmmm:. wm—._m&.
rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanji-
kan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat

C.

pendirian.
Akta Pendirian tidak boleh memuat:
a. ketentuan tentang penerimaan bunga tefap atas saham; dan

b. ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri

atau pihak lain.
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(1)

@)

(3)

(1

(2)

()

(1)

Pasal g

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atay kuasanya, mengajukan per-
mohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahu-
kan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam wakty
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan
modal serta susunan saham Perseroan, yang dilakukan oleh pendiri
sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirizn.

Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) aillekatkan pada Akta
Pendirian.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan
hak dan kewajiban bagi perseroan.

Pasal 11

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendii untuk kepentingan
perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah
perseroan menjadi badan hukum apabila:
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@)

perseroan secara legas menyatakan menerima semua perjanjian
yang dibuat oleh pendin atau orang lain yang ditugaskan pendiri

dengan pihak ketiga;

b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak

dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau
orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak
dilakukan atas nama perseroan; atau

perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum
yang dilakukan atas nama perseroan.

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh per-
seroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan

hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat

yang timbul.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 12

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

a.

nama dan tempat kedudukan perseroan;
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

jangka waktu berdiri perseroan;

besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal

yang disetor. .
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(1)

]

3

(4)

(1

jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabiia ada berikut jumiah
saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham
dan nilai nominal setiap saham. _ .

susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS:

tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi dan Komisaris;

tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen: dan

ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini

Pasal 13
Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :

a. ' di i
telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan
- Nama perseroan lain; atay

b.  bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan

Nama perseroan harus didahului dengan perkataan *“Perseroan
Terbatas" atau disingkat P.T.

Jm_ma hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana
Q._Bmxm:n dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah
singkatan kata *Tbk". &

Keientuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur {ebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UU.RL No.1 Tahun 1995

(2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat
panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Pasal 15

(1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan
Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan
‘sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. nama perseroan,
b. maksud dan tujuan perseroan;
c. kegiatan usaha perseroan;

d. jangka waktu berdiri perseroan, apabila Anggaran Dasar me-
netapkan jangka waktu tertentu;

e. besarnya modal dasar;
f.  pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau

g. status Perseroan Terutup menjadi Perseroan Terbuka atau
sebaliknya.

(3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketertuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21.

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
dan (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
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Pasal 17

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) mulai berlaku sejak langgal persetujuan diberikan.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan di-
nyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator.

Pasal 19

Permohonan persetujuan ztas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak apabila :

a.  bertentangan dengan ketentuan mengenai

tata cara perubahan
Anggaran Dasar;

b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau

ada sanggahan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai
pengurangan modal.

Pasal 20

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan, dan penolakan
atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai den

. gan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 9. &
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Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 21
(1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

a. Akta Pendirian beserta sural pengesahan Menteri Kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);

b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau

c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan
atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22

(1) Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

(2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak pendaftaran.

(3) Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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21 i
: nam: vmmm.__ 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng
ertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan

BAB Il
MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama
Modal

Pasal 24
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilaj nominal saham

{2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
nama dan atau atas tunjuk.

) dapat dikeluarkan atas

Pasal 25

t ﬁ M . . " o Aﬂcm u:_c hcﬂm

2 =
() Undang undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang

usaha tertentu dapat menentukan jumlah minim:m modal dasar per-

3

(3) ”nz._&m:mz besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan _umzo::._.m: besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta
perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
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(1)

@

@)

(4)

(1

2

@

(4)

(1

Pasal 26

Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

harus telah ditempatkan.

Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai
nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat
pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

Pasal 27

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau
dalam bentuk lainnya.

Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli
yang tidak terikat pada perseroan.

FPenyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumum-
kan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeluaran saham harus telah disetor

_ penuh dengan tunai.

Pasal 28

Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak
dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban
penyetoran atas harga sahamnya.
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@)

(1
()

(1)

()

Bentuk-bentuk tagihan tertenty selain tagihan sebagaimana dimaksud
n_.m_ms ayat (1) yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ber-

laku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan
oleh induk perusahaannya.

Bagian Kedua
Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 30

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan
dengan ketentuan:

a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan
bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang di-
tempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan undang-undang ini; dan

b.  jumiah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan ber-
sama dengan yang dimiliki oleh anak perusafaan dan gadai
saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah modal yang ditempatkan.

Perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang

telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada per-
seroan.
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3

(1

(2)

(1)

()

@)

(1)

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua ke-
rugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul
akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 31

Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan ber-
dasarkan keputusan RUPS.

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

suara tertentu.

Pasal 32

RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetuju-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada organ lain untuk

waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 33

Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara
dalam RUPS dan fidak diperhitungkan dalam menentukan jumiah
korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini dan atau Anggaran Dasar.
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2) Sahami i

(2) . M rm:,. .:ncx.UmEmm:mm: yang dibeli oleh anak perusahaannya juga
”._A.._m_n awnmn .n.mc:mxma untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan
idak diperhitungkan dalam menentukan jumiah korum yang harus

Q_.Omﬁmm mmmcmm Qm_ —@mh | —Amnm_ z m- Ll n 1
uan Qm_ma C—._QN: u QN: ini Q
| @ mni aa Nmmc

Bagian Ketiga
Penambahan Modal

Pasal 34

ﬂ y Qamacmjmﬁ_ OQN— ro _ ) at N—A 1 [ n
i ﬂ- m ﬂvm_ seroan ma*m amn Qh— x
. UKa Um Qmmm Tm

2
(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetuju-

an mmcmmmmﬂmam dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris untuk
waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(38) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35

xmvc.ﬂcmm: RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah
apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum

dan i
an jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36

(1) O.m_ma hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang
dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebin dahulu ditawar-

kan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan
saham untuk klasifikasi saham yang sama.
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@)

(3)

(1)

)

(1)

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeii
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan
kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk
membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.

Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal

Pasal 37

Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) kepada semua kreditur dan mengumun.kan
dalam Berita Negara Rl serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Pasal 38 >

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2!, kreditur dapat mengaju-
kan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan
atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada

Menteri.
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(3)

(1)

(2

.3m:m dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib Bmacm:.xm:
Jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.

Pasal 39

Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar men-
dapat persetujuan Menteri,

v.mqmmﬂscm: Menteri atas Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila:

a.  tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);

b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur:
atau .

€. gugatan kreditur telah mendapat putusan Pengadilan yang mem-

punyai kekuatan hukum letap.

Pasal 21 dan Pasal 22,
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Pasal 41

(1) Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas
semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang.

Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan
. pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan
keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang
saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan

()

pengurangan modal.

Bagian Kelima
Saham

Pasal 42

(1) Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik
Indonesia.
' (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal

3)
saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Pasal 43

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang

(1)
Saham, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat pemegang saham;

jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki peme-
gang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi
saham, tiap-tiap kiasifikasi saham tersebut;

b.

c. jumlah yang disetor atas setiap saham.
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d.  nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan
hak gadai tersebut; dan

e.  keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(2) Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang
memuai keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

(3) Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dicatat tanggal. jumlah, dan nomor saham atas tunjuk
yang dikeluarkan.

(4) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat pula setiap perubahan
kepemilikan saham.

(5) Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan perseroan
agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 44
Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang

dimilikinya.

Pasal 45

(1) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat di-
bagi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UU.RI. No.1 Tahun 1995

{2) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki ofeh lebih dari 1 (satu) orang, maka
hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan
cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

Pasal 46
(1) Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
(2) mmzmu saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada peme-
gangnya hak yang sama.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka
Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai saham biasa.

(4) Selain klasifikasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), am".ma

Anggaran Dasar dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih:

a. dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak
suara;

b. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau
dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain.

c. yang memberikan :.mx kepada pemegangnya untuk menerima
pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
atau

d. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagi-
an dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pasal 47

(1) Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal m.m.:ma.

(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara um.?
seorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik
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sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya
yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham
dari klasifikasi lain.

Pasal 48

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas
saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta
pemindahan hak.

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

(3) Direksi E.mmc mencatat pemindahan hak atas saham atas name,
tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang
Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerah-
an surat saham.

(5) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan
saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal.diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak
atas saham, yaitu:

a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang
saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
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b.

(1)

@

@)

(4)

®)

M

keharusan mendapat persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan.

Pasal 51

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham me-
nawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang
saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya
sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawar-
kan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham dapat
menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului

penawaran kepada orang lain.
Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak menarik kembali
penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).
Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham
tertentu atau pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu
kali. )

Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karya-
wan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham
yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara
tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

T 1 A ok ol - et

——

S .
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@)

3)

(4)

(5)

(1)
()

(3)

(4)

sejak organ perseroan menerima perminiaan pemindahan hak ter-
sebut.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah
lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan lertulis
maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas
saham tersebut,

Dalam hal pemindahan hak atas Saham atas nama disetujui oleh organ
perseroan, harus dilakukan sesyai dengan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam wakty paling lama g0
(sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan, c

Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan
harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak sebagaimana dimizksud
dalam ayat (4) tidak disertai penunjukan, maka beriaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 53
Saham atas tunjuk dapat digadaikan,

Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar.

Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang
saham.
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(1)

@)

(3)

(1)

@)

Pasal 54

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan
kepada pemegangnya.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap per-
seroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan per-
seroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat
keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

perseroan.

Pasal 55

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan
tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang
saham atau perseroan, berupa:

a. perubahan Anggaran Dasar;

b.  penjualan, penjaminan, penukaran sebagian atau seluruh kekaya-

an perseroan; atau
¢.  penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham
oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka
perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.
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BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama
Laporan Tahunan

Pasal 56

Dalam waktu 5 (ima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi

menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS yang memuat
sekurang-kurangnya:

a.

(M

perhitungan tahunan yang lerdiri dari neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang her-
sangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

neraca gabungan dari perseroan yang tergabung daiam satu grup di
samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;

laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang
telah dicapai;

kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun bukuy;

rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan perseroan; ’

hama anggota Direksi dan Komisaris: dan

gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 57

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditanda-
tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. .
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(2)

(1)

(2)

(2

@)

(4)

Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan

alasannya secara tertulis.

Pasal 58

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuang-
an.

Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberi-
kan penjelasan serta alasannya.

Pasal 59

Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada
akuntan publik untuk diperiksa apabila:

a. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana

masyarakat;
b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang; atau
e.  perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.

Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUFS
melalui Direksi.

Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar

harian.
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@)

@)

(4)

(1)

]

&)

Pasal 60

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan
dilakukan oleh RUPS.

Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan per-
hitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran
Dasar.

Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata
tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris
secara tanggung renteng bertarggung jawab terhadap pihak yang di-
rugikan.

Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan
tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 61

Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih untuk cadangan. -

Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaku-
kan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
persen) dari modal yang ditempatkan.

Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
di pergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh
cadangan lain.
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(4)

(1)

(@)

(3)

(4)

(1)

@)

Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan

penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62
Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan
bleh RUPS. f

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah
dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke
dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu.

Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur

dalam Anggaran Dasar.

BAB V
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 63

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-

undang ini dan atau Anggaran Dasar.

RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan

kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.
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(1)
(2)

©)

(4

(1)

)

@)

Pasal 64

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat persero-
an melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar.

Tempat sebagaimana’ dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di
wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 65
RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku.

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 66

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan
perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

._umsfm_m:@umqmm: RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
Juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih
yang bersama-sama mewakili 110 (satu persepuluh) bagian dar
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah
yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar per-
Seéroan yang bersangkutan,

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada
Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-

UU.RL. No.1 Tahun 1995
UU.RI No.1 Tahun 1895

o s e

(4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam avat (2) hanya dapat mem-
bicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana di- i Pasal 68

maksud dalam ayat (3). { (1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan

: kepada pemegang saham.
Pasal 67 “
(2) Dalam hal-hal terentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,

(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat et TS ssnret B e e

kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk: “ dilakukan oleh Komisaris.

a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohon- ..
an pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menye- : 4 Pasal 69
lenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah diteniukan; (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
atau sebelum RUPS diadakan,

b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya. atas permohonan ; (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.

bagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
pemegang saham sebag (3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua)

i ireksi Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga F
(2), apabila Direksi atau Saa N

puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemang-
gilan RUPS lainnya. . (4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara rapat diseriai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicara-
kan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan
pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS
serta menunjuk ketua rapat tanpa terikal pada ketentuan undang-
undang ini atau Anggaran Dasar. .Amv Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara Ctine s,
alam al

(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau (6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
Kechishiis st Ratdi: . . dimaksud .nmhma ayat (1) um:.mﬁ: (2), keputusan tetap sah apabila
= - RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham

dilan Negeri mengenai pemberian izin .
(4) Penetapan Ketua Penga 9 § dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi

pertama dan terakhir.
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@
(1)
@
(1)

@)

@)

(1)

Pasal 70

Bagi Persetcan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan s_,m__c
didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan
RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 71
Pemegang saham dengan hak suara yang sah. baik sendiri maupun
dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak
suaranya.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi. anggota Komisaris, am:.
karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 72
Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali
Anggaran Dasar menentukan lain.
Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mem-
punyai hak suara
Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga

tidak mempunyai hak suara.

Pasal 73

RUPS dapat &_m:mm::nx.m: apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh

s Lt v A i s

UU.RI. No.1 Tahun 1995

saham dengan hak suara yang sah kecuali undang-undang ini dan
atau Anggaran Dasar menentukan lain,

(2) - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai.

(3)

(4)

diadakan Pemanggilan RUPS kedya.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

(5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak

mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.

(6) Dalam hal korum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri.

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan
Secara sah, kecuali undang-undang ini dan atay Anggaran Dasar
Menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang
lebih besar dari suara terbanyak biasa.

R

(1) Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila di-

hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
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(@)

pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak mcmqm <w.:© sah
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
suara tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) __..me tercapai,
maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri o_m:. _um_,:m,.
gang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua omn_mmu. Umo_.mw. n“m“
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang mmq dan disetujui ole

suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan. pengambilalihan, _«,w_,um_._zm: dan pem-
bubaran nm.qmmqoms. keputusan RUPS sah apabila dihadiri ﬂ.v_mr om_.s.momuzm
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga nmqmavmc‘cmo_m: a.m: _c:w ..”n
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sediki

3/4 (tiga perempat) bagian dari jumiah suara tersebut.

Pasal 77

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan
itunjuk
ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunju

dari dan oleh peserta RUPS.

(M

)

Pasai 78

Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan
RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat.

Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), keputusan dapat diambil apabila mm&:.m peme-
gang saham dengan hak suara yang sah telah 3.m:<o.§:. secara
tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

—— . ot
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BAB v|
DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 79

(1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksj

()

3)

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan
Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang per-
seorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak
pernah dinyatakan pailit atay menjadi anggota Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan.

Pasal 80

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS,

Untuk pertama kali pengangkatan. anggota Direksi dilakukan dengan
mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta
Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b (3)
Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu_dengan ke-
mungkinan diangkat kembali.
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(4) Anggaran Dasar mengatur tala cara pencalonan, pengangkatan, dan
pemberhentian anggota Direksi lanpa mengurangi hak pemegang

saham dalam pencalonan.

Pasal 81

(1) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
*Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh

RUPS.

(2) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komisaris atas

nama RUPS.

Pasal 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepen-
tingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun

di luar Pengadilan.

Pasal 83

(1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang
berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 84

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

a terjadi perkara di depan Pengadilan antara perseroan .nw:nm:
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
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@)

3

(1)

@)

©)]

(1)

@

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan perseroan

Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan
apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Dalam hal Anggaran Dasar tidak Mmenetapkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang
saham atau lebih untuk mewakili perseroan

Pasal 85

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
Jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apa-
bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan lugasnya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

atas nama perseroan. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak
Suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ter-
hadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya me-
nimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 86
Direksi wajib :
4. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah
RUPS dan risalah rapat Direksi; dan
b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Daftar Pemegang Saham, risalah, dan pembukuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) disimpan di tempat kedudukan perseroan.
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(3)

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin
kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan
Daftar Pemegang Saham, risalah, dan pembukuan sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1).

Pasal 87

>3aum$ Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan
sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

(1)

(4)

Pasal 88

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan

perseroan.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang
seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan-sah apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di-
setujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara
tersebut.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari ter-
hitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Pasal 89

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan per-
seroan atau lebih atau orang fain untuk dan atas nama perseroan melakukan
“perbuatan hukum tertentu.
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(1)

@)
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(1)

)

©)

(1)

@)

(©)

Pasal 90

Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS,

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi
dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan (ersebut. maka setiap anggota Direksi secara tanggung
renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 91

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan ke-
putusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkut-
an diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 92 *

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
beritahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana di-
maksudkan dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya.
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(4) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pem-
berhentian sementara harus diadakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut
atau memberhentikan anggota Direksi yang beisanghutan.

[

(7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (4). pemberhentian sementara ter-
sebut batal.

Pasal 93

Dalam Anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara
jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk
sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 94

(1) Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya di-
tetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
perseroan yang menerbitkan su-at pengakuan hutang, atau Perseroan
Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, mereka me-
rupakan sebuah majelis.

;
]
:
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Pasal 95
(1) Komisaris diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan men-
cantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,

(3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan
diangkat kembali.

(4) Anggaran Dasar mengalur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan
pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham
dalam pencalonan.

Pasal 96

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang
mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit
atau menjadi anggota Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah me-
nyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah di-
hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 97

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan
perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 98

(1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab men-
jalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
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2.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlzh seluruh saham dengan hak
suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ter-
hadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbul-
kan kerugian pada perseroan.

Pasal 99

Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham-

nya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

(1)

()

(3)

(1)

)

Pasal 100

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang
kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada
Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Komisaris dapat
melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu.

Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka wakltu ter-
tentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan ke-
wajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 101

Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara
oleh RUPS.

Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92
ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku pula terhadap Komisaris.
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(1)

"2

BAB VI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

Pasal 102
—_—

Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu
dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan per-
seroan lain dan membentuk perseroan baru.

Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atay
Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang
akan melakukan penggabungan atau peleburan yang memuat
sekurang-kurangnya:

4. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau
peleburan;

b.  alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang
akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan
penggabungan atau peleburan;

€. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang
akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham
perseroan hasil penggabungan atau peleburan. .

d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil peng-
gabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan
baru hasil peleburan;

€. neraca, perhitungan laba Em.a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan peng-
gabungan atau peleburan; dan
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. hal-hal fain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-

masing perseroan.

(3) _um_._mmmcc:om: atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau
Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS
masing-masing perseroan.

Pasal 103

—_—

(1) _um:mm:_c:m__rm: perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau
orang perseorangan.

(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaku-
kan melalui pengambilalihan seluruh atay sebagian besar saham yang
dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan
tersebut.

(3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a.  Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Peng-
ambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan me-
ngambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-
kurangnya:

1. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih;
2. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan

mengenai persyaratan serta tata Cara pengambilalihan
saham perseroan yang diambil alih. '

b.  Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-
masing atas Rancangan Pengambilalihan yang dilakukan oleh
Direksi masing-masi ng perseroan.
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(4) Dalam hal pengambilalihan diiakukan oleh badan hukum yang bukan
perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.  Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Peng-
ambilalihan ¥ang disusun oleh Direksi perseroan yang akan di-
ambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan per-
Seroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-

kurangnya:

1. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan
hukum yang bukan Perseroan yang akan mengambil alih,
dan

2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan di-
ambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan vang
akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara
pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.

b.  Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan
yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus
dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.

(5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan Orang perseorangan, maka ber-
laku ketentuan sebagai berikut:

a.  Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Peng-
ambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan di-
ambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih
yang memuat sekurang-kurangnya: 2

1.  nama perseroan yang akan diambil alih dan orang per-
Seorangan yang akan mengambil alih; dan

2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan di-
ambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambil-
alihan saham.
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(6

(1)

(2)

(1)

()

b.  Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan
yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan meng-
ambil alih.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayatl (1) tidak membatasi

badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham

perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Pasal 104

Perbuatan hukum penggabungan. peleburan. dan pengambilalihan

perseroan harus memperhatikan:

a.  kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karya-

wan perseroan: dan

b.  kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.

Penggabungan, peleburan. dan pengambilalihan perseroan tidak

mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya

dengan harga yang wajar.

Pasal 105

Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan peng-
ambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan
Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS.
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(1)

)

(3

(4)

(5

(1)

(2

(©)

Pasal 106

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetuju-
an RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar
perseroan untuk :._m:am_umﬂxm: persetujuan Menteri sebagaimana di-
maksudkan dalam Pasal 15 ayat (1).

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat .vmqmmﬁc_.c-
an RUPS baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun
yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Rancangan peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan
RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian per-
seroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagai-
mana dimaksuc dalam Pasal 7 ayat (6).

Rancangan pengambilalihan perseroan yang telah mendapat per-
setujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 15 ayat (3).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ber-
laku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan per-

seroan.

Pasal 107

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang
menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan fikuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak didahului dengan likuidasi, maka:
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a.  akliva dan paswva perseroan yang digabungkan atau yang me-
leburkan din beralih karena hukum kepada perseroan hasil peng-

gabungan atau peleburan; dan

b.  pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang me-
leburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil peng-

gabungan atau peleburan.

.

Pasal 108

(1) Direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar
harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan,
atau peleburan selesai dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula ter-
hadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilafihan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Pasal 109

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan per-
seroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

EAB Vil
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 110

(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugi-
kan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
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@)

3)

(M

)

@)

(4)

b.  anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau
pihak ketiga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perseroan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh:

4. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas namz per-
seroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah

b.  pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan per-
mohonan pemeriksaan; atau

€.  Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 111

Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan per-
mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalgm .m<m", (1) me-
nolak permohonan apabile -permohonan tersebut tidak didasarkan atas
alasan yang wajar.

Dalam hal permohonan &x.wm:__am:. Ketua Pengadilan Nege.i Emam.m-

luarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak
3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.

Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akuntan
publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud
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(5

(6)

(7)

(1)

@)

(1)

)
)

dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (3).

Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan per-

seroan yang dianggap perlu untuk diketahui.

Direksi. Komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan
segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak

lain.

Pasal 112

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua
Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil peme-
riksaan hanya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Pasal 113

Dalam hal permohonan untuk .melakukan pemeriksaan dikabulkan,
maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya

pemeriksaan.
Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayar oleh perseroan.

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetap-
kan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sehagai-
mana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan
atau Komisaris. .
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BAB IX
PEMBUBARAN PERSEROAN DAN LIKUIDASI

Pasal 114

Perseroan bubar karena:

a.

b.

(1)
()

(&)
()

(M

)

" keputusan RUPS;

jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
berakhir;

penetapan Pengadilan.

Pasal 115
Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(1) dan Pasal 76.

Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diikuti
dengan likuidasi oleh likuidator.

Pasal 116

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Menteri atas per-.

mohonan Direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut.

Permohonan Bm:.._omaw:?:u jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UU.RL No.1 Tahun 1995

(3)

(4)

(5)

(1)

(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian

dan jumlah suara tersebut.

Permohonan memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran
Dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 20 (sembilan puluh) hari
sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir.

Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan paling lambat 30 (iga puluh) hari terhitung sejak

permohonan diterima.

Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS me-

mutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses .

likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.

Pasal 117
Pengadilan Negeri dapal membubarkan perseroan atas :

a.  permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan
melanggar kepentingan umum:

b.  permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah;

€. permohonan kreditur berdasarkan alasan:

1. perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah di-
nyatakan pailit; atau

2. harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi
seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
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d.  permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan ada-
nya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan,

(2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Pasal 118

(1) Dalam hal perseroan bubar. likuidator dalam waktu paling lambat 30

@)

@)

(4)

(M

(&4

(tiga puluh) hari wajib -

a. mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21:

b.  mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia:

€. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian: dan
d. memberitahukan kepada Menteri.

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ belum dilakukan, bubarnya per-
seroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, maka likuidator secara tanggung renteng cmnm:muc:m
jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana djmaksud dalam
ayat (1) wajib disebutkan nama dan alamat likuidator

Pasal 119

Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya
dalam preses likuidasi.

Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
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(3)

(1)

(@)

(3)

a.  pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan:
b, penentuan tata cara pembagian kekayaan:
c.  pembayaran kepada para kreditur:

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang
mmsmaﬁm:

€. lindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.

Dalam hal perseroan sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat
ke luar dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi® di belakang nama per-

Seroan.

Pasal 120

Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan
kepada semua krediturnya dengan surat tercatat mengenai bubarnya

perseroan.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. nama dan alamat likuidator:

b.  tala cara pengajuan tagihan; dan

c.  jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120
(seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan
diterima.

Kreditur yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf ¢, dan kemudian
ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
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(1)

(2

(1)

@

Pasal 121

Kreditur yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan
Pasal 120 ayat (2) huruf ¢. dapat mengajukan tagihannya melalui
Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya
perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118.

Tagihan yang diajukan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya.dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum
dibagikan kepada pemegang saham.

Pasal 122

Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku

likuidator.
e

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara. pem-
berhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan
terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Pasal 123

Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas
permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likui-
dator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan
tidak melaksanakan tugas sebagaimana 3mm=:<m atau dalam hal hutang per-
seroan melebihi kekayaan perseroan.

(1)

Pasal 124

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas _._E_nwm_ yang
dilakukan.
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(2) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang

saham.

(3) Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta meng-
umumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

(1) Akta Pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar
yang perubahannya telah disetujui sebelum undang-undang ini ber-
laku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang ini.

(2) Akta Pendirian perseroan yang belum disahkan atau Anggaran Dasar
yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya
undang-undang ini wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-
undang ini.

(3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai
berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasar-
kan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel,
Staatsblad 1847: 23) harus telah disesuaikan dengan ketentuan
undang-undang ini.

Pasal 126

(1} Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang
ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Crdonansi Maskapai
Andil Indenesia (Ordonantie op de Indonesische ggﬁm op
aandelen, Staatsblad 1939: 569 jo. 717), waiib mengajukan um.::o:o:-

an pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya kepada

Menteri.

(2) Terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku

ketentuan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal ber-
laku ketentuan undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, Buke Kesatu Titel ketiga
Bagian x.mzum Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 :
23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala per-
ubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 di-
nyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian
Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) yang
mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap
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berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

(3) Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-udang ini Ordonansi
Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maat-
schappij op Aandelen, Staatsblad 1939 - 569 jo. 717) dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 129

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal di-
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1995
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
. ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1995 NOMOR 13
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UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

LAMPIRAN |

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa tujuan pembangunan nasional adalah tercipta-
nya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis
dalam pembangunan nasional sebagai salah satu
sumber pembiayaan bagi dunia dan wahana investasi
bagi masyarakat;

bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuh-
kan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih
menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melaku-
kan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepen-
tingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugi-
kan;

bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pem-
bangunan nasicnal serta dalam rangka antisipasi atas
globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun
1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat
tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor
79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
dipandang perlu membentuk undang-undang tentang
Pasar Modal;
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persero-
an Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan persetujuan
* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Afiliasi adalah :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris
dari Pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau
lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusaha-
an tersebut; .

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f.  hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk
mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan
peraturan Bursa Efek."
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10.

11.

12
13.

14.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan
Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak
yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan
beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di
antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat ber-
harga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyetoran
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap
derivatif dari Efek. i

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan
relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mem-
pengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi
atau fakta tersebut.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan
harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk
menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi
Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggara-
kan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang me-
nyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian,
Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola
Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi
kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana
pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri adalah Menteri Keuangan Repubilik Indonesia.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan
dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang ber-
kaitan dengan Efek.

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak
lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh
imbalan iaca
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-

fs.

16.

17.

18.

19.

20.
21

22.

23.

24.
25.

26.

\ Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan
oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksana-
annya.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki ber-
sama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh
Kustodian.

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan
Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten
dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak
terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan
usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan
kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau
Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki
sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan me-
miliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama,
asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan
Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-
undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu
yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efek-
nya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap
Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. :

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan
Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
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27.

28.

29,

Reksa o.mzm adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun
dana am: masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

ﬁm:mm_ﬁ_ Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai

jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain me i
atau harga Efek. ngenai Efek

Unit ﬂ¢:<m:mm: adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian
kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili ke, i :
4 pentingan pemegang Ef
yang bersifat hutang. gan pemegang Efek

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

(1

(2

BAB Il
BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL

Pasal 3

NMHJMJmm. pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar
al dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal j
P yang selanjutnya

Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya

wmmmmﬂm: Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepen-
tingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi:

1)  izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kiiring dan Penjaminan,

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Per-
usahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
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2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali
Amanat;
menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhenti-
kan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk
manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan di-
pilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; :
menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta
menyatakan, menunda, atau membatalkan efekiifnya Pernyataan
Pendaftaran;
mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak
dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran ter-
hadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
mewajibkan setiap Pihak untuk :
1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang ber-
! hubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi
akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
melakukan pemeriksaan terhadap :
1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang per-
seorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan
undang-undang ini;
menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam
rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud
dalam’ huruf g; %
mengumumkan hasil pemeriksaan;
membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa
Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk
jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu
tertentu dalam hal keadaan darurat;
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(1)

(2)

(1)

memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi
oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan mem-
batalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan,
dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masya-
rakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar
Modal;

memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas undang-
undang ini atau peraturan pelaksanaannya;

menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan
dalam Pasal 1 angka 5; dan

melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

BAB Il
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN,
SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu
Bursa Efek

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 6

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek
adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tujuan dan Kepemilikan
Pasal 7

Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan
Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
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(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi
kegiatan Anggota Bursa Efek.

(3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib
disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan
kepada Bapepam.

Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek
yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai
Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3
Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 9

(1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pen-
catatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian
Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan
Bursa Efek.

(2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetap-
kan oleh Bursa Efek.

(3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keang-
gotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.

(4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan
menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya
menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang
sehat.

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai
berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.
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Pasal 12

(1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas men-
jalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu ter-
hadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada
direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-
masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi
suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang ber-
sangkutan.

(3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa se-
tiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 13

(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 14

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur,
wajar, dan efisien.

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan
menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang
teratur, wajar, dan efisien.
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Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bapepam.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring
dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan
kepada Bapepam.

Pasal 15

Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjamin-
an serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek,
Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak
lain atas persetujuan Bapepam.

Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh
Bursa Efek.

Paragraf 3
Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 16

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan menge-
nai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa,
termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peratur-
an mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi
Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring
dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 17

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan m»mc.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai
berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.
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BAB IV
REKSA DANA

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum dan Perizinan

Pasal 18

Reksa Dana dapat berbentuk
a. Perseroan; atau
b.  kontrak investasi kolektif.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat ber-
sifat terbuka dan tertutup.

Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya
dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali saham-
nya kepada Reksa Dana.

Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa
Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya

dapat dilakukan apabila:

a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana
diperdagangkan ditutup; L

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa
Dana di Bursa Efek dihentikan;

c.  keadaan darurat; atau

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan
investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
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Pasal 20

Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk

kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit

Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit

Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali,

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya

dapat dilakukan apabila :

a. Bursa Efek di mana sebagian besar _uo:o_"o__o Efek Reksa Um:m
diperdagangkan ditutup;

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa
Dana di Bursa Efek dihentikan;

c. keadaan darurat; atau

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan
investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 21
Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun
yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer
Investasi berdasarkan kontrak.
Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh
direksi dengan Manajer Investasi.
Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi
kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Ketentuan sebagaimana dir:iaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur
lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak
investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio
setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
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Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyer-
taan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

(M
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Pasal 24

Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara
langsung.

Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa
Dana lainnya.

Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 25

Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang ter-
afiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkan-
nya.

Pasal 26

Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan
dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan
Reksa Dana.
Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut
wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena
tindakannya.
Pasal 28

Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa
nilai nominal.
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(2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit
1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan
dan disetor.

(3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk
Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan
tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

(4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana
berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Pasal 29

(1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk mem-
bentuk dana cadangan.

(2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana
cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

BAB V
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,
DAN PENASIHAT INVESTASI

Bagian Kesatu
Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 30

(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek
adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin
Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi
serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bapepam.

(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk
Efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu
tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau
dijamin Pemerintah Indonesia, atat Efek lain yang ditetapkan oleh
Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai
Perusahaan Efek.
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(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan
dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang
bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua
Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya
orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

' Pasal 33

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara
Pedagang Efek.

(2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil
Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan
Efek.

Bagian Ketiga
Perizinan Penasihat In'-2stasi

Pasal 34
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Keempat
Pedoman Perilaku

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan
dengan kepentingan nasabah;

b, mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi
secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan per-
undang-undangan yang berlaku;

c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta
yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau
keadaan keuangannya;

d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek

tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan
Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau

e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri
atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan
beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut ber-
tindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali
pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal 36

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :
a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi
nasabahnya; dan :
.b.  membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan,
transaksi, dan kondisi keuangannya.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya Em_.E. :
a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening
Perusahaan Efek; dan
b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah
dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta
nasabahnya;
sesuai derigan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.
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Pasal 38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang
melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak
terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari
Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau
menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melak-
sanakan instruksi tersebut.

Pasal 39

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak pen-
jaminan Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus meng-
ungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain
yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga
sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek
tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana,
Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi
atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang
dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak ter-
afiliasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung
maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang
bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.
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BAB VI
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu
Kustodian

Paragraf 1
Persetujuan

Pasal 43

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian
adalah Lembaga Penvimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek,
atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi mm:.w Umum
sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Efek yang Dititipkan
Pasal 44
Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung

jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi
kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang

rekening dimaksud. -
Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan
merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Pasal 45

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang ﬂm_.omﬁmﬁ pada
rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang
diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas se-
tiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.
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Pasal 47

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan

@)

3)

(1

mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali

kepada : .

a.  Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau
ahli waris pemegang rekening;

b.  Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara
pidana; ;

¢.  Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas
permintaan Pihak-pihak yang berperkara;

d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;

e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten,
Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melak-
sanakan fungsinya masing-masing; atau

f.  Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk
Konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek
nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterang-
an dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelak-
sanaan fungsinya masing-masing.

Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek
nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan
huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa
Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan
Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh per-
setujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim
atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-
sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Efek

Pasal 48

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Adminis-
trasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari

Bapepam.
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(1)

()

(3)

(M

(2

3

(4)

Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 49

Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten
dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh
Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten
dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas me-
muat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk
kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga
Wali Amanat

Pasal 50

Kegiatan usaha m..m_umma Wali Amanat dapat dilakukan oleh :

a. BankUmum; dan

b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat,
Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
waiib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten,
kecuali hu'ungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah.

Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat hutang
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten
dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat meng-
akibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur
dan wakil pemegang Efek bersifat hutang.

Periggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

-(2) Lembaga Kiiring dan Pe
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Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat k i
ontrak perwaliaman i
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. ’ G

Pasal 53

Wali Amanat wajib .Sm:..cozxm: ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat
hutang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya

sebagaimana diatur dalam undan ini
g-undang ini dan atau
an serta kontrak perwaliamanatan. s pistons

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merang sebagai
a o
Wt ol By kap gal penanggung dalam emisi Efek

BAB VI
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
DAN PENITIPAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu
Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55

(1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesai-

an pembukuan, penyelesaian fisik, ata i
! ) u ca -
dengan Peraturan Pemerintah, ra lain yang ditetapkan

riaril - g .
s jaminan wajib menjamin penyelesaian
(3) Mﬂm _Mmqm dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana

imaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara

Bursa Efek, Lembaga Kiirin dera
: ' g dan Penjaminan,
Penyimpanan dan Penyelesaian. _ serta Lembaga

(4) CM”_mx menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana di-

H ud dalam m<m_ @. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat

m:mamuxm_._ .am:m Jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa
Lembaga Kliring dan Penjaminan. :

(5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana

jaminan sebagaimana dimaksud dalam i
mendapat parcetiiiiian Baname mm oy Hhu mulai berlaku setelah
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(1)

()

(3)

(4)

(5)

Bagian Kedua
Penitipan Kolektif

Pasal 56

Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang bersangkutan.

Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustoedian merupa-
kan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar
pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek
Emiten.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dan yang lain.

Pasal 58

(1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan

Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing

Jrees [apeny TR 0 19
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(2) Emiten wajib memutuskan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar

3)

(4

(1)

(@)

@3)

(1)

@)

Mﬁw nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank

f MMMQ_%M mm_ma c%r: daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas
thak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpa

lesaian atau Bank Kustodian. ’ s o

m_d:..w: wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif
apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta
mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jami i
ol U jaminan yang o.:xcu bagi

m3=..w: wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif
th_u“w Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan ber-

asarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk kepentin -
riksaan perkara pidana. ? B

Pasal 59

vm:..mmm.:m S_A..w:m:m sewakiu-waktu berhak menarik dana dan atau
”&mx. dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penye-
esaian.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan
amﬂm Mmﬂ Jﬁc pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaks iblokir, di

kan, atau dijaminkan. v e s

Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan ter-
tulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau
Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam _"x_w}ma
perdata atau pidana.

Pasal 60

Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.

Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, _E:mm.
saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan max_
dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.
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Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat
dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 62

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

BAB Viil
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran
Pasal 64
(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
a. Akuntan;
b. Konsultan Hukum;
c. Penilai;
d. Notaris; dan
e. Profesilain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, _uaﬁmm
Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65
(1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam 3_.w=_.mn_ batal
apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang ber-
wenang.

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang
telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pen-
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daftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupa-
kan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan,
Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain
berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh
Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku
atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh
Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang meng-
gunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk
Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan
dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 66

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar
profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang
Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan
Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan-
an dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang
Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia
kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak
ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau

b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga di-
maksud atau kepentingan para nasabahnya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Bagian Ketiga
Standar Akuntansi

Pasal 69
(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana Q_Bmxm:a.n_m_.ma ayat (1),
Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar

Modal.

BAB IX
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70

(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk
menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan
Pendaftaran tersebut telah efekif.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
Pihak yang melakukan : k
a. penawaran Efek yang bersifat :Ew
lebih dari satu tahun;

b.  penerbitan sertifikat deposito;

c.  penerbitan polis asuransi;

d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah
Indonesia; atau

€. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

ng yang jatuh temponya tidak

Pasal 71

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali
pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa
pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk
membaca- Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum
atau pada saat pemesanan dilakukan.
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Pasal 72

(1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.

(2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, atas penyelenggaraan _um:mimﬁm:f_.:cs.

(3) Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten bertanggungjawab atas ke-
benaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan
kepada Bapepam.

Pasal 73

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran
kepada Bapepam.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 74

(1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari Ke-45 (keempat
puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap
atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh
Bapepam.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), Bapepam
dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten
atau Perusahaan Publik.

(3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan
atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap
telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau
tambahan informasi tersebut.

(4) Pemyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat infor-
masi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 75

(1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas,
kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan
Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran meme-
nuhi Prinsip Keterbukaan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan
suatu Efek.

Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan
pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi,
penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek di-
maksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

' Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan
Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga
Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78

(1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar
tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar
tentang Fakta Material yang diperlukan agar _uam_uox_:w tidak mem-
berikan gambaran yang menyesatkan.

(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak lang-
sung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau menge-
sahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi
keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.
Pasal 79

(1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan
suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak
benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan
tentang Fakta Material yang diperiukan, agar keterangan yang dimuat
di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang
menyesatkan.

(2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(1)

(@)

@)

(4)

1

Bagian Keempat
Tanggung Jawab atas Informasi yang
Tidak Benar atau Menyesatkan

Pasal 80

Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum me-
muat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak
memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga
informasi dimaksud menyesatkan, maka :

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;

b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftar-
an menjadi efektif;

c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan

d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan
pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam
Pernyataan Pendaftaran;
wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya ber-

tanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam

hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan huruf d

dapat membuktikan bahwa Pihak yang hersangkutan telah bertindak

secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup

untuk memastikan bahwa :

a. permnyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan
Pendaftaran adalah benar, dan

b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat
dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan
Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efekiif.

Pasal 81

Setiap Pihak <m=.u menawarkan atau menjual Efek dengan meng-

minalkan Proenaldiic atarnn denmaan ~rara lain bhaile tartiilic maimiin lican
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yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau
tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut
mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut waijib
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan di-
maksud.

(2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak
benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek
tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian

. yang timbul dari fransaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan,
Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 82

(1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap peme-
gang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar
dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

(2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen
apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi
di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik ter-
sebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur,
komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan
Publik dimaksud.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih
dahulu dan transaksi yang mempunyai berituran kepentingan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Bapepam.

Pasal 83
Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten

atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan,
kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan.oleh Bapepam.
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Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan,
atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai
keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB X
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro
Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib me-
nyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 86

(1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau

Perusahaan Publik wajib :
a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan
mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan
- kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mem-
pengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja
ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah
menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 87

(1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melapor-
kan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan ke-
pemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus)
saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada
Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas
saham perusahaan tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) waijib
disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya
kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 89

(1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam
berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelak-
sanaannya tersedia untuk umum.

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Bapepam.

BAB XI
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR,
DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung
atau tidak langsung :
a.  menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan
atau cara apapun;

b.  turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain, dan

c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau
tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat
tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat per-
nyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau meng-
hindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan
tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesat-
kan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di
Bursa Efek.
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Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain,
dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun
tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik,
atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual,
atau menahan Efek.

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau mem- P
berikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan
sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat per-
nyataan dibuat atau keterangan diberikan :

a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui
bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak
benar atau menyesatkan; atau

b.  Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan
kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh
Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95
Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi
orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
a.  Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, atau

b. perusahaan lain yang melakukan transaksi deiigan Emiten atau
Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan umacm_is atau penjualan
atas Efek dimaksud; atau
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b.  memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut
diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan
pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam
dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperoleh-
nya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku

* bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal
96.

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam
dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan
larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan
oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau
Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusaha-
an Publik tersebut, kecuali apabila :

a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi
atas perintah nasabahnya; dan

b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada
nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi
Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 100

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bapepam mempiinvai wewenana 1inhiilk «
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@)

(4)

M

@)

a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain
apabila dianggap perluy;

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
tertentu;

c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pem-
bukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik
Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan
tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian
kerugian yang timbul.

Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang di-

tunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang me-

manfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang di-

peroleh berdasarkan undang-undang ini kepada Pihak mana pun,

selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika di-

haruskan oleh undang-undang lainnya.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 101

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugi-
an bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepenting-
an pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya
tindakan penyidikan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
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(3)

(4)

5

(6)

tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari sese-
orang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;

b.  melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan
atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang
bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai
saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

f.  melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga
terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan doku-
men lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat
dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
Pasar Modal;

g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari
Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di
bidang Pasar Modal;

h.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik-
an tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan

i menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk
memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan ter-
sangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan di-
mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat
penegak hukum lain.
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Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan
untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh ber-
dasarkan undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam
rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan
oleh undang-undang lainnya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

Bapepam mengenakan sanksi maaimm:.m_:xﬂmm pelanggaran undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh
setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari

Bapepam.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa :

peringatan tertulis;

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

o p

pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;

. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.

® oo

—_—

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin,
persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50,
dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah).
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(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa|
80, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan
Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketefifuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Pasal 107

Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak
lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, meng-
hapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan
catatan dari Pihak y~ng memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran ter-
masuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107
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berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mem-
pengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pasal 110

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal
105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas
undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti
rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang
memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang ber-
tanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 112

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau
koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan
Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar
Modal.
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BAB XVil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan belum menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundang-
kannya undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang
ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundang-
kan.

Pasal 114

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka :

a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan se-
belum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku se-
panjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum
diatur yang baru berdasarkan undang-undang ini; ==

b. semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pen-
daftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang
ini dinyatakan tetap berlaku;

¢.  Pemyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan
pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya undang-undang
ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlaku-
nya undang-undang ini, dan

d. kegiatan Kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek
yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin
usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap
dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh

Bapepam.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun
1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

. e A
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Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1995 NOMOR 64

.

ok ok ok ok
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Undang-undang R.Il. Nomor : 8 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1995

LAMPIRAN 1l

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG

Menimbang :

Mengingat :

PASAR MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasar
Modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperiukan ada-
Nya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pihak-pihak
yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dan
ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Pihak-
pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Medal;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas
dipandang perlu mengatur mengenai persyaratan dan
tata cara perizinan, persetujuan, dan pendaftaran
untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal serta
sanksi administratif dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Peraturan Pemerintah R... No. 45 Tahun 1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGA-
RAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB |
BURSA EFEK

Pasal 1

Bursa Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari
Bapepam.

Pasal 2

Modal disetor Bursa Efek  sekurang-kurangnya berjumliah
Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Efek diajukan
kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai
berikut :

a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman;

b.  daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa
Efek;

¢.  Nomeor Pokok Wajib Pajak Perseroan:;

d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek
termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;

e.  proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;

f.  rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi,
fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan
diadakan;

Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1995

g.  daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat
di bawah direksi;

h.  daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Ftek d:
Bursa Efek;

i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan par-
dagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi
Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan
dengan jasa yang diberikan;

. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan
yang terdaftar di Bapepam; dan

k. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhutungan
dengan permohonan izin usaha Bursa Efek yang ditetapkan icbih
lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh

Bapepam.

Pasal 4
Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dengan memperhatikan :
a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
b.  tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan

c.  prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 5

(1) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan
Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang
Efek.

(2) Pada waktu pendirian, Bursa Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) pemegang saham.
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@)

(1)

(@)

(1)

)

(1)

Bursa Efek wajib menerima permohonan Perusahaan Efek untuk men-
jadi pemegang saham Bursa Efek sepanjang pemegang saham yang
menjadi Anggota Bursa Efek tersebut belum mencapai 200 (dua ratus).

Pasal 6

Yang dapat menjadi Anggota Bursa Efek adalah pemegang saham
Bursa Efek yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek.

Bursa Efek wajib menerima permohonan pemegang saham yang
memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek untuk menjadi Anggota
Bursa Efek sepanjang jumlah Anggota Bursa Efek belum mencapai
200 (dua ratus).

Pasal 7

Pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan
kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai
Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota
Bursa Efek tersebut.

Pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya
pernyataan Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima
peralihan saham Bursa Efek tersebut telah memenuhi syarat menjadi
Anggota Bursa Efek.

Pasal 8

Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek
tetapi kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa
‘Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada
Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota
Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh
Perusahaan Efek dimaksud.
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@

@)

(4)

(1)

(2

(3)

(M

()

Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib
mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan
Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat
Perusahaan Efek tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.

Dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek
yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), maka Bursa Efek melelang saham Bursa
Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Perusahaan Efek yang
memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada
Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga

nominal.

Pasal 9

Jumlah anggota direksi dan komisaiis Bursa Efek masing-masing
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota
direksi, komisaris atau pegawai pada perusahaan lain.

Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

Saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai
nominal dan hak suara yang sama.

Setiap pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu)
saham.
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(8) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi
syarat menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota
Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang
dimilikinya.

(4) Bursa Efek dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham

Pasal 11

Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mem:-
punyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang
saham Bursa Efek yang sama melalui :

a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung. sekurang-kurang-
nya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak
suara;

b.  perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris: atau

C.  pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan per-
usahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

Pemegang saham Bursa Efek wajib menyerahkan surat saham Bursa Efek
yang dimilikinya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan
atas transaksi Efek yang dilakukannya.

Pasal 13

(1) Anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya wajib
“diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

(2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahan-
nya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam mem-
berikan alasan atas penolakan tersebut.

(3) Dalam rangka terciptanya Pasar zoam_.<m:m teratur, wajar, dan efisien,
Bapepam dapat memerintahkan Bursa Efek untuk mengubah anggaran
dasar atau peraturan Bursa Efek.
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Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Bursa
Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB Il
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 15

Lembaga Kliing dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanar.  dan
Penyelesaian dapat menjalankan usaha setelah memperoleh 1zin usahz dar
Bapepam.

Pasal 16

Modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyirz anan
dan Penyelesaian sekurang-kurangnya berjumlah Rp 15.000.000.000.C< i
belas milyar rupiah).

Pasal 17

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Klirinz dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diz;ukan
kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sstagai

- berikut : . .
a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman; 2
- b.  Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.  proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun,
d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi.
fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan
Qmm.amxmnﬂ
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()

e. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat
di bawah direksi;

f.  Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan
jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpan-
an dan Penyelesaian; ;

g. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan

penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai

biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan

Penjaminan;

h.  rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa
penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya
pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian; dan

i.  dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permohonan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan
atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bapepam.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh

Bapepam.

Pasal 18

Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dengan memperhatikan :

integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;
prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien; dan

sistem kliring, penjaminan, um=<m_mmmwm.:. serta jasa Kustodian yang
aman dan efisien.
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(1)

()

(3)

(1)

2

@

(4)

(5)

Pasal 19

Jumlah anggota direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjamin-
an atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Anggota direksi Lembaga Kiliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai jabatan rangkap
sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan
lain.

Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 20

Saham Lembaga Kiliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai
nominal dan hak suara yang sama.

Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau rmacmmm Penyimpanan
dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek. Perusahaan
Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas
persetujuan Bapepam. .

Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh
Bursa Efek.

Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Peniaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan
kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank
Kustodian, atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari
Bapepam.

Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh
Bursa Efek kepada pihak yang bukan Bursa -Efek hanya dapat
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dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham
Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(6) Lembaga Kiiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 21

(1) Anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya wajib
diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

(2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau per-
ubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak. Bapepam
memberikan alasan atas penolakan tersebut.

(3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur. wajar. dan efisien.
Bapepam dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengubah anggaran
dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga

1 Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh

Bapepam.

BAB llI
REKSA DANA
Pasal 23

Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh
izin usaha dari Bapepam.
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Pasal 24

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana sebagaimanza
dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Bapepam disertai dengan
dokumen dan keterangan sebagai berikut -

a.  akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menter:
Kehakiman;

2

nama dan alamat pendiri Reksa Dana:

nama dan alamat anggota direksi Reksa Dana-

a o

nama dan alamal Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

e. kontrak dan pengelolaan Reksa Dana:

. kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana;

g.  penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal: dan

h.  dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungar

am.:nm: permohonan izin usaha Reksa Dana vang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oler:
Bapepam.

Pasal 25

Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk me-

nyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana.

Pasal 26

Pengeluaran saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham bagi
Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham.
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Pasal 27

Reksa Dana berbentuk Perseroan waijib dibubarkan dalam hal izin usaha
Reksa Dana tersebut dicabut oleh Bapepam.

Pasal 28

Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk
Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan
Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana. Bapepam berwenang
membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan. dan
menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau
mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.

Pasal 29

Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, dan atau kontrak
investasi kolektif, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa
Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk
mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Reksa
Dana berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.
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BAB IV
PERUSAHAAN EFEK

Pasal 31

Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperolen
izin usaha dari Bapepam.

Pasal 32

(1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat ber-
bentuk :

a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum

Indonesia;

b.  Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia
dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam
hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran Umum.

(3) Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh orang
perseorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33

(1) Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai
berikut :
a. Modal Perusahaan Efek nasional n:mnmb.xm: sebagai berikut :

1) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
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2)

3)

4)

5)

memiliki  modal disetor mmrnam:@-rEm:nE\m sebesar
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki
Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya
sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan
sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) -dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus
juta rupiah);

Ferusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan
sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-
kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan memiliki Modal Kerja mmai Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek
dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurans-
kurangnya sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar
lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja
Bersih  Disesuaikan sekurang-kurangnya  sebesar
Rp 70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan
sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki
Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya
sebesar Rp 400.000.000,00 \empat ratus juta rupiah).

TOA

b

Modal Perusahaan Efek patungan ditetapkan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar
Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki
Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya
sebesar Rp 500.000.000,00 (ma ratus juta runiah);

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan
sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor
sehurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan
sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-
kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar
rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.C00.000,00 (dua ratus
juta rupiah):

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek
dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-
kurangnya sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar
rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah); dan

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan
sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memiliki Modal
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2

(3

(1)

(@)

Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar
Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menteri Keuangan dapat menetapkan besamya modal disetor yang

harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bapepam dapat menetapkan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuai-
“kan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan
besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

Pasal 34

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek

diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan

sebagai berikut :

a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman;

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;

¢.  daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang per-
seorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam; dan

d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang ditetap-
kan lebih lanjut oleh Bapepam.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh

Bapepam.

Pasal 35

(1) Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun

tidak langsung, oleh orang perseorangan yang :
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(@)

(1)

@)

3)

a.  pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan

b, tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Direktur, komisaris, atau Wakil Perusahaan Efek wajib memenuhi per-

Ssyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a.  orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum:

b.  tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan di-
nyatakan pailit;

¢ tdak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

d.  memiliki akhlak dan moral yang baik; dan

e.  memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 36

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi
Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang
pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perse-
orangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Efek
wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang
pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perse-
orangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin
Emisi Efek.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi
wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang
pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perse-
orangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
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Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan bagi penyelenggaraan kegiatan
Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh

Bapepam.
BAB YV
' WAKIL PERUSAHAAN EFEK
Pasal 38
(1) lzin orang perseorangan sebagai:

a.  Wakil Penjamin Emisi Efek hanya diberikan kepada orang per-
seorangan yang memiliki keahlian di bidang penjaminan emis:
dan keperantara-perdagangan Efek;

b.  Wakil Perantara Pedagang Efek hanya diberikan kepada orang
perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantara-
perdagangan Efek; dan

¢ Wakil Manajer Investasi hanya diberikan kepada orang perse-
orangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Efek dan
pengelolaan Portofolio Efek.

(2) Persyaratan mengenai keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 39

(1) Permohonan untuk 3.w..:nmS.m: izin sebagai Wakil Perusahaan Efek
diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan
sebagai berikut :

a.  sertifikat pendidikan formal:
b.  sertifikat keahlian atau xﬂmB:m.m: pengalaman kerja; dan
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C. dokumen dan kelerangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permohcnan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang
ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh
Bapepam.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut vang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wakil
Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh
Bapepam

BAB VI
PENASIHAT INVESTASI

Pasal 41

(1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat
Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Orang persearangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang
perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang ber-
bentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya
sebagai berikut : ’

a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

b.  memiliki akhlak dan moral yang baik; dan

¢.  memiliki keahlian di bidang Pasar modal.
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Pasal 42

Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 wajib
sekurang-kurangnya memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai
Wakil Manajer Investasi.

Pasal 43
Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat Efek.
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. berbentuk Perseroan;
b.  mempunyai modal disetor Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
dan

c.  memiliki sekurang-kurangnya seorang direktur yang mempunyal
pengetahuan di bidang pemeringkat Efek.

Pasal 44
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat
Investasi diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan
keterangan sebagai berikut :
a. izin sebagai Wakil Manajer Investasi;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permohonan izin usaha Penasihat Investasi yang ditetap-
kan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh

Bapepam.
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Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan bagi penyelenggaraan kegiatan

Penasihat Investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh
Bapepam.

BAB vII
BANK UMUM SEAGAI KUSTODIAN -

Pasal 46

Bank Umum dapat menjalankan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar
Modal setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Pasal 47

(1) Permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Kustodian diajukan
kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai
berikut : ‘

a. anggaran dasar;
b.  Nemor Pokok Waijib Pajak;
C.  izin usaha sebagai Bank Umum;

d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

€. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang
akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan
digunakan oleh bank tersebut;

f. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan

g. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
Qm.:mw: permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan sinva ditetapkan clch
Bapepam.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan
Kustodian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. ditetaphan oleh Bapepani.

BAB VI
BIRO ADMINISTRASI EFEK

Pasal 49

Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin
usaha dari Bapepam.

Pasal 50

Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya Rp 500.000.00G.00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 51

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek
diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan
sebagai berikut :

a. akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman:

b.  Nomor Pokok Wajib Paj:.< Perseroan;

c.  buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan
serta uraian meéngenai fasilitas fisik yang akan a,w:zmrman dan

d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permononan izin usaha Biro Administrasi Efek yang
ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh
Bapepam.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Biro
Administrasi Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh
Bapepam.

BAB IX
WALI AMANAT

Pasal 53

(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank
Umum.

(2) Wali Amanat dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah
terdaftar di Bapepam.

Pasal 54
(1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada
Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
a. anggaran dasar;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak;

izin usaha sebagai Bank Umum;

e o

laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

e. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan

f.  dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan
dengan permohonan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bapepam.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh

Bapepam.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wali
Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB X
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 56

(1) Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan oleh :
a.  Akuntan;
b.  Konsultan Hukum;
c.  Penilai; dan
d.  Notaris.

(2) Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di
bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

Pasal 57

(1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formuiir yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

(2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. fidak pemnah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
b.  memiliki akhlak dan moral yang baik; dan

c.  memiliki keahlian di bidang Pasar modal.
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Pasal 58

Penunjang Pasar Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan

o_msmmumnma.xm_mz.cm:_mcm: _m:_.c:m:m_aﬁm::xm: omumuma‘m_m:@mmqmm:
kegiatan Profesi. :

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN 1ZIN,
PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

Pasal 59

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib
diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak
permohonan diterima secara lengkap oieh Bapepam.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam
dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi untuk
melengkapi permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran.

(3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) telah disampaikan kepada Bapepam, per-
mohonan izin, persetujuan, atau pendaitaran dihitung sejak tanggal
diterimanya perubahan dan atau tambahan informasi 4ersebut oleh
Bapepam.

Pasal 60

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh
Bapepam.
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(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam
dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Bursa
Efek, Lembaga Kinng dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang ber-
hubungan dengan perubahan peraturan dimaksud.

(3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) telah disampakan hkepada Bapepam,
permohonan perubahan peraturan Bursa Efek. Lembaga Kliring dan
Penjaminan. atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung

sejak tanggal ditenmanya perubahan atau tambahan informasi tersebui

oleh Bapepam.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Emiten, Perusahaan Publik. Bursa Efek. Lembaga Klinng dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana. Perusahaan Efek.
Pcnasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek. Wakil Perantara Pedagang
Efek, Wakil _s.m:m_mq Investasi. Biro Administrasi Efek, Kustodian. Wali Amanat.
Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin.
persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, sera direktur, komisaris, dan
setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham
Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi

administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha; .

d. pembekuan kegiatan usaha;

o

e. pencabutan izin usaha;
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f.  pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan pendaftaran.

Pasal 62

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b. huruf . huruf
d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 huruf a.

(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat
dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf . huruf d. huruf
e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 63

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat
menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyim-
panan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan. penyampaian.laporan

i dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b.  Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenakan
sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan n?mcha dengan ketentuan
bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

C.  Perusahaan Efek dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) atas setiap :.mz keterlambatan penyampaian laporan dimaksud
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dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penasihat Investasi dikenakan sanksi denda Rp 100.000.00 (seratus
ribu rupiah) atas setiap han keterlambatan penyampaian laporan di-
maksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Emiten yang Pernyataan Pendattarannya telah menjadi efektif, dikena-
kan sanksi denda Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan
bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);

Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan
Pendaftarannya. dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud
dengan ketentuan bahwa jumiah keseluruhan denda paling banyak

Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah): dan

Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap
Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus)
saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda
Rp ._oo_ooa.oo (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan
penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa _.:J_m:
keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pihak selain set--gaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan
penyampaian laporan dimaksud am.:mm: ketentuan bahwa _.:ﬁ_mz
keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Peraturan Pemerintah R.l. No. 45 Tahun 1995

(1)

(@)

(M

(2)

(1)

@

Pasal 64

Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak mmcmm&:._m:m dimaksud dalam
Pasal 61 paling banyak Rp 1 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi
orang perseorangan dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam

Pasal 65

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64
dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Perusahaan Efek Nasional yang telah memperoleh izin usaha sebagai
Penjamin Emisi Etek sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
wajib memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 1 dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlaku-
nya Peraturan Pemerintah ini: wajib menyesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3§ dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 67

Dengan beriakunya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 53
Tahun 1990 tentang Pasar Modal dinyatakan udak berlaku.

Pasal 68
Peraturan Pemerintah i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Negara Rl
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Lamboch V. Nahattands, S.H.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1995

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG
PASAR MODAL

UMUM

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien. perlu
ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seliap Pihak yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Persyaratan dimaksud berlaku dalam rangka perizinan, persetujuan. atau
Pendaftaran Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi, Wakil Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Walj
Amanat, dan Profesj Penunjang Pasar Modal.

Di samping Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan, per-
setujuan, atau pendaftaran dimaksud, maka perlu pula diatur persyaratan
Penyampaian laporan yang berlaku bagi setiap Pihak yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam, termasuk Emiten, Perusahaan
Publik, dan direktur atau komisaris atau setiap Pihak yang memiliki sekurang-
kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dimaksud, ditetapkan
oleh Bapepam.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Pasar
Modal, perlu pula diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif.
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mbang :

dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada
megang saham, khususnya pemegang saham independen,
hitan dengan transaksi yang mengandung Benturan
pentingan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
ano Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
bea serta peraturan tentang pengambilalihan Perusahaan
bhaa, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua
sepam Nomor Kep-12/PM/1997 tentang Benturan
pentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan
#a Bapepam yang baru;

Dlewgingat :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
" (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan

. Lembaran Negara Nomor 3608);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Negara Nomor

3618);

' | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M
Tahun 2000; B

Biadhe St e i g

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
MSAR MODAL TENTANG PERUBAHAN
JERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI

TERTENTU.

Pasal 1

Ketentuan mengeni benturan Kepentingan Transaksi

Warta Perundang-undangan No. 1984/Semin, 4-9-2000

_ PERUBAHAN PERATURAN NOMOR i+.7.1
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU
(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam Nomor : 12/PM/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tﬁnggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd
Herwidayatmo
NIP 060065750
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep- 12PM/1997

Tanggal :30 April 1997, diubah dengan
Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal :22 Agustus 2000

PERATURAN NOMOR IX.E.1 :
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI .

a.  Perusahaan adalah Emiten yang telah melakul
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 2
Perusahaan Publik.

b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan’y
dikendalikan baik secara langsung maupun ti
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langsung oleh Perusahaan.

o Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka

memberikan dan atau mendapat pinjamam,
memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva,
jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan
Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan
dengan aktivitas tersebut.
Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis Perusahaan dengan
- kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris,
pemegang saham utama Perusahaan atau pemegang
saham utama.
Pemegang Saham Independen adalah pemsgang
saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan
sehubungan dengan suatu Trannsaksi tertentu dan
atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur,
komisaris atau Pemegang Saham Utama yang
mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi
tertentu. '
Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima
upah atau gaji dari Perusahaan.

TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN
FEPENTINGAN ,

. Jixasuatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris,

pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur,
komisaris atau pemegang saham utama mempunyai
Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih
Jahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham
Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang
untuk itu dalam Rapat Umum.Pemegang saham
swhagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan
mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta
aotariil.

‘TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN
Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah :

o. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan
Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki
sckurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan
per seratus) atau antara sesama Perusahaan
Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki
sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan
per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laperan
keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;

l. ‘Transaksi antara Perusahaan dengan Pcrusahaan
‘lerkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki
selurubnys dan tidlak satu pun sabam atau madal

o 1 Derndang-undeangean No. 1984/Senin, 4-9-2000

Perus-iaan Terkendali dimiliki oleh komisaris,
direktur, pemegang suham utama Perusahaan
dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila
pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali
tersebut melebihi 50%(lima puluh persen), maka
laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;

Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau
Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:
1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada
. sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan
Penawaran Urium dan hubungan ini serta sifat
_ hubungan yang berlanjut, telah diungkapkar
sepenuhnya dalam Prospektus penawarar
perdana tersebut;atau 5
2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimula
sesudah Penawaran Umum, yang telal
‘memperoleh persetujuan Pemegang Sahan
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lim
puluh' perseratus) saham yang dimilik
Pemegang Saham Independen;

Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawar
direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupu
dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaa
Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaa
Terkendali baik dengan Karyawan, direksi ata
komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupu
dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusaha:
dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal terseb
diungkapkan kepada Bapepam, para pemega
saham dan semua Karyawann. Dalam transal
tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan ol
Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepa

semua Karyawan, direksi atau komisaris deng

persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yz

ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaime

diungkapkan kepada Bapepam, para pemegs

saham, dan semua Karyawan;

pengguna setiap fasilitas yang diberikan o
Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kep
komisaris, direktur, dan pemegang saham utama’y
juga sebagai Karyawan yang langsung berhubun
dengan tanggung jawab mercka terhadap Perusal
tersebut dan sesuai dengan kebijaksanabn Perusal
yang disampaikan kcpada Bapepam sebs
informasi kepada masyarakat;

imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan
manfaat khusus yang diberikan kepada komis
dircktur, dan pemegang saham utama yang
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sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan
dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan
keunagan berkala; dan

ig rembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal
. dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang
saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui
terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam
jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima
perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan,
sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang
diperiksa oleh Akuntan, Pembelian dimaksud harus
sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang
: berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan
3>  kepada Bapepam, para pemegang sesham dan
f 1. Karyawon, Pembelian dimana terdapat Benturan
Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib
dinilai oleh Penilai Independen.

¢ h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung

' maupun tidak langsung olch badan Penyohatan
Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi
perusahaan dan pemulihon ckonomi nasional,

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG
s SAHAM

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
. untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan
£ oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang
* Jiatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan
b chagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT
§¥  UMUM PEMEGANG SAHAM '
B Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan
B cbagaiinana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus
§  Jisampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada
8 akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

‘¢ INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI
*  DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Informasi yang hasus diungkapkan sebagaimana diatur
lalam angka peraturan ini meliputi :
a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
3) nama Pihak-pihak yang mnengadakan Transaksi
dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang
bersangkutan; dan

'l‘r'.u Perundang-undangan No. 1984/Senin, 4-9-2000

4) .."*dari benturan Kepentingan Pihak-pihak
yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;

b. ringkasan laporan Pihak indspenden yang ditunjuk;

c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapa
Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham
selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakar
jika korum kehadiran Pemegang Saham Independer
yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama
pernyataan tentang persyaratan pemberian suar:
dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberiar
suara setuju yang disyaratknn dalam setiap rapa
sesuai dengan peraturan ini;

d. penjelasan pertimbangan dan alasan dllakukannya
Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabil;
dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidal
mengandung Benturan Kepentingan;

e. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informas
lain dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angk
7 peraturan ini;

f. peryataan komisaris dan direktur yang menyataka
bahwa somua informasi material telah diungkapka
dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

g ringkasan laporan tenaga ahli atau konsulta)
independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHA!
KEGIATAN USAHA UTAMA ATAI
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAA]
TERBUKA YANG MENGANDUN(
BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usal
Utama atau Pengambilalihan Perusahaan terbuka terdap:
Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebt
disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimar
diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenul
keterbukaan informasi sebagaimana diatur dala
Peraturan nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material D
Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nom
IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDE

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusaha;

wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cuk

untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen ya

sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupak
Pemegang Saham Independen; dan

b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyatz

M
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tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

£ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN
FRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA
¥ Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan
& dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para
f Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum
2 Pemegang saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham
ki Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh
5 ‘perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham
E Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh .
E Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari
. 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimilki oleh
. Pemegang Saham Independen.
: Dalam hal forum rapat tidak terpenuhi, maka rapat
¢ mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh
' Perncgang Saham Independen yang mewakili lebih dari
: 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh
' Pemegang Saham Indcpenden dan Transaksi dimaksud
' disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang
hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum
. terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah
dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka
10 peraturan ini.
Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat
dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen
 atau wakil yang diberi kuasa.

} 4 RATAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA
. Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh
persetujuan dari Bapépam. Persetujuan dimaksud
* didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan
rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
2 pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah
dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan
Pemegang Saham Independen.

. 1L TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH
' PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperolch
¢ persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2
peraturan ini tidak mbmpcrnleh persetujuan Pemegang
Saham Independen dalam rapat yang telah mencapai

R T BT
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korum kcho4iran sebagaimana diatur dalam angka 9
peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak
dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM
Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk
rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut: -

a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umun
Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang
kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapa
dan pemberitahuan dimaksud harus memua
informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peratural
ini. Panggilan Rapat Umum Pemcgang Sahar
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelur
rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan denga
surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegan
saham disamping panggilan yang diterbitkan melal
surat kabar. Panggilan dimaksud harus disert:
dengan informasi yang disyaratkan dalam angka
peraturan ini; dan

b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masin
panggilan dimaksud harus divmumkan melalui sur:
kabar berbahasa Indonseia yang berperedara
_nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) ha
sebelum RUPS kedua dilakukan, denga
menyebutkan telah diselenggarakannya RUF
pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggil:
kepada Pemegang Saham Independen yang tid:
hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melal
surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangn
14 (empat belas) haris sebelum rapat.

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana
bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenak
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peratur
ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terj:
pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :22 Agustus 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo
NIP 060065750
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